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ABSTRAKSI

Kencana Eka Tola Samson. E 111 05 012. Dinamika Politik Calon
Legislatif Perempuan Dalam Pemilu 2009 (Studi Pemenuhan Kuota 30%
Partal Hanura Kota Makassar). Dipawah bimbingan Dr. Muhammad Al-
Hamid, M.Si dan Ariana Yunus, 5.IP, M.5i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi calon legislatif
perempuan dalam pemeanuhan kuota 30 persen calon legislatif perempuan di
kota Makassar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang
dihadapi oleh para calon legisiatif perempuan Partai Hanura dalam Pemilu
2009 di kola Makassar.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara dan observasi langsung. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu
menggambarkan terlebih dahulu masalah penelitian kemudian dianalisis
berdasarkan klasifikasi jenis dan sumber data yaitu data primer dan data
sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Hanura Sulawesi Selatan,
khususnya untuk calon legislatif Kota Makassar telah menetapkan kualifikasi
internal pariai bagi calon legislatif perempuan unfuk dapat bersaing dalam
pemilihan anggota legislatif yaitu (1) moralitas, (2) kualitas, (3) kapabilitas,
dan (4) popularitas. Keempat -tas ini harus dipenuhi oleh calon legislatif
perempuan untuk dapat menempatkan dirinya setara dengan kaum pria
dalam aspek keterwakilan politik.

Dalam mendukung terciptanya kondisi dimana kaum perempuan dapat
memperoleh kesetaraan hak politik dengan kaum laki-laki, terdapat faktor-
faktor pendukung dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan
perempuan pada Partai Hanura Kota Makassar, yaitu (1) Networking by
Person, (2) Dukungan Internal Partai Hanura. Sedangkan faktor-faktor
penghambat adalah (1) Aspirasi dan kepentingan khas perempuan tidak
dikenali atau tidak diketahui oleh partai-partai yang sangat didominasi oleh
laki-laki yang berkompetisi dalam arena politik. Oleh karena itu wajar saja
tidak ada yang menyuarakannya, (2) Perempuan yang berkiprah dalam arena
politik tidak dapat mengartikulasi aspirasi dan kepentingan khas dari
kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang minoritas dalam
perpolitikan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, periode reformasi telah mencatat sebuah tahapan
penting mengenai keterlibatan atau partisipasi kaum perempuan dalam
proses politik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Pemllihan Umum, keterwakilan perempuan tertuang dalam Pasal 8 yang
menjelaskan bahwa partai politk dapat menjadi peserta pemilu setelah
memenuhi persyaratan dengan mencantumkan sekurang-kurangnya 30
persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partal politik tingkat
pusat, serta pada Pasal 53 yang menyatakan bahwa bakal calon yang
diajukan partai politik untuk mengikuti pemilihan anggota legislatif baik pusat,
provinsl hingga daerah memuat paling sedikit 30 persen keterwakllan
perempuan.

Jatah atau kuota keterwakilan aspirasi politk perempuan ini
merupakan kemajuan besar bagl perjuangan politik kaum perempuan di
Indonesia. Sebab, dalam beberapa penyelenggaraan pemilihan umum di
Indonesia tidak pernah ada sebuah undang-undang yang memuat klausul
secara khusus untuk mendukung secara hukum eksistens| kaum perempuan

dalam dunia politik di parlemen.



Pencantuman kuota 30 persen bag keterwakilan perempuan
merupakan bentuk diskriminasi pusmf yang diterapkan untuk membuka
peluang dan kesempatan bagi kelompok minoritas politik, yaitu perempuan
dalam sebuah masyarakat atau negara. Tujuannya agar tercapai angka
proporsional keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga strategls
terutama lembaga legislatif dan partai politk. Dengan lebih banyak
perempuan berperan dalam lembaga politik tersebut, maka suara dan
kepentingan perempuan akan lebih terdengar dan dapat diakomodir dalam
berbagai pengambilan keputusan. Di lain sisi, penerapan kebijakan kuota
juga diharapkan dapat menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan
perempuan dalam jabatan politk dan secara signlfikan dapat merubah
berbagai kebijakan-kebijakan politk yang mengusung kepentingan kaum
perempuan.

Munculnya kaum pe@mpuan dalam meramaikan persaingan politik
dengan kaum laki-laki, merupakan akibat dari luapan emosional kaum
perempuan itu sendii. Bercermin dari banyaknya penindasan dan
diskriminasi yang menimpa kaum perempuan, merupakan ssbuah alasan
yang realistis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat
disetarakan dengan hak-hak politik yang dimiliki oleh kaum laki-laki, tetapi
tetap tldak melewatl batas kodrat sebagal seorang wanita, seperl
mengandung, menyusui, Adapun  program  selanjutnya  adalah

memperjuangkan nasib kaum perempuan yang rentan mengalami
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penindasan dan menjadi korban di daerah rawan konflik, juga berhak
mendapatkan perlindungan yang saﬁa}amya. Kaum perempuan selalu
menjadi objek intimidasi dan kekerasan hingga berujung pada pelecehan
seksual (sexual harrashment).

Terlepas dari substansi masalah di atas, minimnya kesempatan yang
diberikan kepada kaum perempuan untuk dapat lebih bebas dalam
mengembangkan potensi diri mereka, juga merupakan salah satu penyebab
dari mengemukanya isu gender dalam bidang poliik. Kesempatan yang
diberikan kepada kaum perempuan hanya sebatas ikui dan duduk untuk
mendengarkan apa yang akan menjadi tugas mereka. Penolakan terhadap
kesesualan tugas tidak pernah mereka lakukan, sehingga label akan
termarginalisasi akan tetap menyertai langkah mereka.

Namun, masih banyak partai politik yang belum mampu untuk
menghargal kualitas politlkk perempuan dan hasll yang diperoleh dalam
pemilihan umum sangat mudah ditebak. Tingkat keterwakilan perempuan
dalam parlemen masih sangat jauh dari bayangan. Data KPU menunjukkan
tidak adanya kenalkan yang signifikan anggota parlemen perempuan yang
dihasilkan dari 3 (tiga) pericde pemilihan umum.

Berikut ini adalah gambaran keterwakilan perempuan di parlemen

sejak perlode 1998-2004 hingga 2008-2014.
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Tabel 1
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPR

No Periode Keterwakilan Persentase
Perempuan Peningkatan (%)

1 1999-2004 44 orang 8,80 %

2 2004-2009 62 orang 11 %

3 2009-2014 101 orang 18,04 %

Sumber : Harian Fajar, Edisi 30 Agustus 2010, hal.g@

Menjelang Pemilu 2009, wacana perempuan dalam ranah politik
kemball menjadi perdebatan di Indonesla. Kesan peran politk perempuan
sebagal "penggembira” dalam setiap pesta demokrasi belum juga bisa
terkikis, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka dibidang
politik. Peran politik perempuan Indonesia mendapatkan momentum yang
sangat baik dengan adanya kebijakan affirmative action melalui sistem kuota
30 persen untuk perempuan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 2008
tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang secara lengkap
berbunyi : “setiap partai politk peserta Pemilu dapat mengajukan calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap
daerah pemillhan dengan menyertakan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30 persen” '

Adanya pencantuman kuota 30 persen dalam Undang-undang Pemilu,

memperlihatkan UU telah membuka kesempatan secara hukum bagi

perempuan ikut aktif dalam kehidupan politik yang selama ini sulit dimasuki

! Undang-undang Pemilu & Partai Politik 2008 Yogyakarta: Gradien Mediatama, him 48,



oleh perempuan. Akan tetapi jika kita perhatikan Undang-undang No. 10
tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka Ini bukan
dimaksudkan untuk memberikan kursi gratis dan jatah buat perempuan di
lembaga legislatif. Isinya pada dasarnya memberikan pekerjaan rumah bagi
partal politik untuk menominasikan sedlkitnya 30 persen dalam daftar calon
legislatif perempuan yang diajukan untuk Pemilu 2009,

Partai politik sendiri memiliki tugas yang berat dalam mencari dan
menylapkan kader-kader partal perempuan yang mampu dinominasikan
sebagai calon legislatif. Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk
mendorong peningkatan keterwakilan perempuan lewat mekanisme
penjaringan kandidat calon leglslatif secara transparan dan tidak diskriminatif,
Mekanisme yang demikian dapat meminimalisir hambatan struktural yang
sangat bias kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, tindakan affirmative akan
efektif jlka partai politik berinisiatif mengikls budaya patriarki yang selama ini
menjadi kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di partai.

Muncul anggapan bahwa partai politik mengadakan perekrutan kaum
perempuan untuk dijadikan calon legislatif hanya untuk merebut simpati
pemilih perempuan. Ini artinya perempuan dicalonkan hanya untuk menjadi
vote-getier, sementara tidak ada jaminan mereka untuk terpilih karena selain
kebljakan formal partal, Juga terdapat mekanisme informal yang mengarah
pada praktik kecurangan dalam mencantumkan nama-nama calon anggota

legislatif. Disebabkan kurangnya demokrasi internal dalam partai, sebagian
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partai politik tidak memiliki kriteria nominasi kandidat yang transparan dan
terpercaya. Keputusan dalam proses nulminasl dan penempatan dalam daftar
dibuat hanya oleh beberapa elit partai, dan hal ini tidak dilakukan secara
transparan.

Dari ke 38 partai yang ada pada Pemilu 2009, Partai Hanura adalah
salah satu partai baru berideclogi Pancasila yang memandang pentingnya
partisipasi perempuan dalam politik. Keberpihakannya terhadap kaum
perempuan dibuktikan dengan menyerahkan daftar calon legislatif yang
disampaikan ke KPU Sulsel, 40 persen diantaranya adalah perempuan®,
Namun, hanya ada 2 orang yang berhasil menduduki kursi DPRD dari 50
orang anggota DPRD®. Hal inl mengindikasikan walaupun partai politik dapat
menominasikan 30 persen perempuan belum tentu hasil akhir akan
menampilkan anggota legislatif perempuan sebanyak 30 persen, semuanya
kemudian sangat bergantung pemillh dan bergantung kualifikasl calen
legislatif perempuan, kondisi ini menunjukkan bahwa legislatif masih
didominasi oleh laki-laki dan jumlah perempuan dalam pengambil kebijakan
masih sangat rendah.

Dengan fakta dan realitas yang diuraikan sebelumnya, yang
mengindikasikan bahwa kuota 30 persen sebenarmnya belum direalisasikan

secara optimal oleh partal politik. Partal politk seharusnya tidak sekedar

* wewrw.google.com, Partai Hanura Makassar diakses pada tanggal 20 Oktober 2009 pukul 17.00 wita,
* www.google.com. KPU Makassar diakses pada tanggal 20 Oktober 2009 pukul 17.00 wita,



memenuhi kuota, tetapi sebaiknya memperhatikan kualitas dan kemampuan
perempuan yang akan dijadlkan c:alc.;m legislatif. Hal Ini memunculkan
ketertarikan saya dalam menelaah lebih jauh dinamika politik calon legislatif
perempuan pada Pemilu 2008 yang fokusnya diarahkan pada Partai Hanura
dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

Penelitian mendalam terhadap dinamika politik calon anggota legislatif
perempuan Partai Hanura di Kota Makassar lebih didasarkan pada, Hanura
merupakan partai baru peserta pemilihan umum 2009-2014 dan berhasl|
menempatkan 2 (dua) orang anggota legislatif perempuan yaifu Shinta
Mashita Molina dari Dapil Makassar 2 dan Nurmiati dari Dapil Makassar 3. Di
samping itu, pada tingkat provinsi, menempatkan perempuan sebagai Ketua
DPD, yaitu Dewie Yasin Limpo.

B. Rumusan Masalah

Sepertl layaknya dengan penelitian limiah, yakni merumuskan suatu
masalah menjadi hal yang sangat penting untuk mengarahkan suatu
penelitian. Oleh sebab itu, sebagai pedoman untuk memfokuskan dan
menghindari luasnya pembahasan, maka dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :

1. Bagaimana kualifikasi calon anggota legislatif perempuan pada

Partal Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen pada Pemillhan

Umum 2009 7



2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat calon
anggota leglisiatif perempuan Partal Hanura dalam pemenuhan
kuota 30 persen pada Pemilihan Umum 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang akan dikemukakan diatas,

maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kualifikasi calon legislatif perempuan dalam
pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif perempuan di kota
Makassar,

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang
dihadapl oleh para calon legislatif perempuan Partal Hanura dalam
Pemilu 2009 di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian Inl diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :
1. Secara Teoritis
a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dan
memperkaya literatur-literatur ilmu politik yang telah ada,
khususnya dalam kajian dinamika politik calon legislatif
perempuan

b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi literatur yang

bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjulnya vyang akan
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melakukan penelitian tentang dinamika politik calon legisiatif
perempuan. |
2. Secara praktis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan
pertimbangan bagi pemerintah, pemerhatl perempuan dan
juga partai politik.

b. Sebagai bahan rujukan kepada masyarakat, pelaku-pelaku
politik khususnya para perempuan.

c. Diharapkan, dari penelitian ini semua elemen masyarakat
dapat memahami arti penting keterwakilan perempuan di

legilatif dan adanya pemberian peluang yang sama sebagai

warga negara.
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TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan
mempertegas aspek teoritis. Dalam bab ini akan membahas konsep-konsep
penting yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang diteliti.
Konsep-kensep ini yang menjadi landasan atau kerangka berfikir dalam
perumusan masalah dan penelitian yang akan dilaksanakan.

A Pengertian Dinamika Politik

Untuk mendapatkan kejelasan tentang pengertian dinamika politik,
maka harus dijabarkan secara terpisah pengertian dar kedua Istllah tersebut,
yang pertama adalah definisi dinamika itu sendiri dan yang kedua pengertian
tentang politik. Dalam memberikan pendefinisian "dinamika” diantara para
pakar memberikan pendefinisian yang beragam bila ditinjau darl segl konteks
kalimat, namun pada hakikatnya masih ada kesamaan makna. [stilah
dinamika berasal dari kata "dynamic”, berarti bergerak, Pada mulanya istilah
ini dikenal dalam Hmu fisikka yang menunjuk pada gerak benda dan
penyebabnya (gaya) yang berarti gerakan berubah karena ada gaya yang
bekerja.

Konsep yang pada mulanya yang diperkenalkan oleh Gallleo itu
kemudian diperkenalkan juga dalam sosiologi dan ilmu politik dengan nama

dinamika sosial dan dinamika politik. Popper merumuskan dinamika sosial
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sebagai gerak sosial yang disebabkan oleh gerak-gerak sosial (atau historis).
Berdasarkan rumusan ini, maka dinamlka politik dapat dlartlkan sebagal
gerak politik yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan politik (atau historis).

Secara umum teori dinamika mengajarkan bahwa kekuatan-kekuatan
yang beraksi dapat menimbulkan kekuatan-kekuatan baru dan perubahan-
perubahan. Dengan dinamika sosial atau dinamika politk bukan hanya
mengandung makna gerak, tetapi juga perubahan. Selain itu, dinamika
menurut Slamet Santoso diartikan sebagal tingkah laku warga yang secara
langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Pengertian ini
menunjukkan adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelom pok
yang satu dengan anggota yang lain secara timbal ballk dan antara anggota
dengan kelompok secara keseluruhan. Lebih lanjut dielaskan bahwa
intensitas keadaan sebagaimana disebutkan, terjadi terus menerus, dan
selanjutnya berdampak pada pembentukan opinl bersama sehingga
masyarakat dalam sebuah kelompok akan cenderung bersifat dinamis, yang
secara simultan akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat
tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa
pengertian dari dinamika bisa diartikan sebagai proses interaksi yang terjadi
dalam masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga
menimbulkan perubahan—perubahan. Selanjutnya penulis mengulas masalah

istilah kata politik. Apabila ditelaah lebih dalam kata politik juga sebenarmya
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mengalami polemik yang berkepanjangan yang berkembang di jajaran para
ahli-ahll politik. Kata politik amatiah Iua-s artl dan maknanya sehingga pada
pendefinisian masing-masing ahli berbeda tergantung dari sisi mana mereka
meneropong dan menginterpretasikan politik itu. Kesamaan maksud dan
muatan yang umumnya terdapat dalam pendefinisian politik hanya pada
unsur kebijakan, kekuasaan, negara, konfiik dan pembagian kekuasaan.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Miriam Budiarjo' :

* politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu
sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan —
tujuan dari sistem itu dan melaksanakan fujuan-tujuan itu.
Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang
menjadi tujuan dari sistem itu menyangkut seleksi antara beberapa
alternatif dan penyusunan skala prioritas darn tujuan—tujuan yang telah
dipilih itu.Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan
kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pembagian
(distnbution) dan alokasi (alocafion) dari sumber—sumber atau
resources yang ada, Untuk melaksanakan kebijksanaan -
kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan kewenangan
(authonity), yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun
menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara—
cara yang dipakainya dapat bersifat (meyakinkan) dan jika perly
bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini
hanya merupakan perumusan keinginan belaka.”

Politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan
kolektif untuk mencapai tujuan—tujuan koleklif tertentu, dalam hal ini, setiap
kebllaksanaan yang dikeluarkan merupakan kumpulan keputusan
berdasarkan anggapan bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa

tujuan bersama. Selain itu politik juga merupakan aktivitas atau sikap yang

! Miriam Budiarjo, 2004, Dasar-Dasar flmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, him 8.
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berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi,
dengan Jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan
masyarakat.

Perbedaan penekanan dari definisi-definisi politik dapat diakui oleh
The Liang Gie dimana penekanan tersebut menurutnya terbagl atas enam
sasaran utama yakni negara, pemerintahan, kekuasaan, fakta politik,
organisasi masyarakat dan kegiatan poliik 2. Selanjutnya, juga dikemukakan
bahwa politk merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga
negara dan kepentingan kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum, dan
lobing baik perumusan, penerapan, dan penafsiran undang-undang.

Berdasarkan kedua pengertian tentang dinamika dan politik
sebagaimana diuraikan di atas, maka yang dimaksud dengan dinamika politik
adalah suatu keadaan dimana masyarakat secara bersama-sama melakukan
akivitas—aktivitas politik yang ﬁel;'m]utnj.ra menciptakan perubahan-—
perubahan dalam negara. Dinamisme masyarakat dalam menciptakan
berbagai perubahan politik dalam negara, sangat berpengaruh pada opini
dan bentuk tingkah laku politik yang dilakukan oleh para aktor politik dalam
negara.
B. Gender dan Politik

Membahas mengenal tema besar perempuan, tidak bermaksud untuk

mendikotomikan eksistensi laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang

®  The Liang Gie, 1995, limu Politik. Yogyakarta: Yayasan Studi Imizh Dan Teknologi. him 16.
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perempuan, ferdapat konteks yang melatar belakangi adanya posisi yang
tidak sama dengan lakl-laki, maka hal -ini dapat diplsahkan dengan konsep
gender.

Untuk memahami konsep gender, haruslah dapat dibedakan kata
gender dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin sendirl merupakan
penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan
secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep
gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun
perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural %

Konsep jenis kelamin adalah .sasualu yang melekat secara mutlak
pada laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki memiliki alat reproduksl
yaitu penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat
reproduksi seperti vagina, memproduksi telur dan memiliki rahim. Hal
semacam Inl merupakan sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan
konsep gender dipahami bahwa laki-laki itu rasional dan kuat, sementara
perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut, keibuan dan emosional.
Konsep Inilah vang dikonstruksl secara soslal dan kultural, padahal hal
tersebut bisa dipertukarkan.

Perempuan adalah salah satu kelompok masyarakat yang tertinggal

partisipasinya dalam proses politik, sementara hasl! darl proges politk sepertl

¥ Fakih, Mansour, 1996, dnalisis Gender dam Trangformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
him &

14




kebijakan publik yang dihasilkan cleh sistem politik, akan berpengaruh
langsung terhadap keberadaan dan masa depan kehidupan perempuan dan
masyarakat secara keseluruhan. Posisi dan nasib kaum perempuan tidak
lebih baik dibandingkan kaum laki-laki, hal ini dapat dilihat dari tingginya
angka kemiskinan dan kesejahteraan yang rendah dalam pemenuhan
kebutuhan rumah tangga, misalnya kaum perempuanlah yang pertama-tama
merasakannya. Dalam bidang pendidikan masih terdapat perbedaan akses
dan kesempatan antara lakl-laki dan perempuan. Rendahnya mutu
kesehatan perempuan, dominannya kaum perempuan bekerja di sektor
informal (buruh tani dan pembantu rumah tangga) ditambah dengan
munculnya gangguan keamanan sepertl pelecehan seksual, tindak
pemerkosaan, tindakan kekerasan lain sejenisnya yang lebih besar
kemungkinannya terjadi pada perempuan. Semua persoalan yang membelit
IsU hanya dapat diatasl oleh pemimpln politik yang memiliikl sensifitas tinggi
terhadap isu-isu perempuan. Maka pemimpin politik dari kaum perempuan
sendirilah yang langsung dapat merasakannya.

Sepertl dalam kajian yang diuralkan oleh Arivia, sebagal perempuan,
kita berbeda, namun juga sama dengan laki-laki, namun ada pula kondisi
khusus yang dimiliki perempuan yang membuatnya berbeda, tapi bukan

untuk dibedakan®, Masalahnya kemudian adalah Jika perbedaan tersebut

Y Arsivia, Gadis, 2006, Feminisme: Sebwah Kata Hari,, Jekarta: Penerbit Kompas, hal. 5.
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dianggap sebagai kostruksi secara sosial. Hal ini akan berimplikasi pada
semua dimensi kehidupan. |

Perbedaan yang termaknai ini, terjadi melalui proses yang sangat
panjang. Munculnya perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh banyak hal,
diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksl secara
sosial dan kultural, melalui ajaran keagamaan, maupun negara °. Hal inilah
yang menghambat semua gerak perempuan di semua bidang termasuk juga
di bidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, palitik hanya dilihat
semata-mata sebagai kegiatan how fo exercise power yang membatasi
lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aklivitas seperti voling,
lobby, campalgn, dan lain-lain 5 Jika demikian terminologinya, maka tidak
mengherankan juga apabila banyak kegiatan dilakukan perempuan, yang
kebanyakan berada dalam lingkup “privat” seperti menjalankan fungsi
reproduksl, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak tidak termasuk
dalam kategori politik yang konvensional tersebut.

Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak
diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut belum menjamin adanya
sistem politik yang demokratis. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan
didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas

gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah

*  Ihid him 9
*  Soetjipto, Ani, 2005, Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hlm 26
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diakui, ditambah dengan masih banyaknya pola pikiran masyarakat yang
memandang bahwa perempuan tldak. patut memposislkan dirl sebagal
penentu kebijakan atau pengambil keputusan. Oleh karena itu, partisipasi
perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah sekedar tuntutan pada
keadilan atau demokrasi yang sederhana, tetapli dapat pula dipandang
sebagai kondisi yang diperlukan bagi kepentingan perempuan yang patut
dipertimbangkan.
1. Pendekatan Feminlsme Dalam Mellhat Keberadaan
Perempuan dan Politik
Dalam tecri feminisme terdapat berbagal macam aliran pemikiran
dalam menjelaskan posisl perempuan, masing-masing teorl feminisme
menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda-beda dalam
menganalisis permasalahan perempuan. Teori feminisme merupakan
sebuah generallsasl dard berbagal sistem gagasan mengenal
kehidupan sosial dan perjalanan yang dikembangkan dari perspektif
yang terpusat pada wanita ', gagasan feminisme yang terpusat wanita
melahirkan adanya berbagai analisis dan rumusan yang berbeda
dalam melihat permasalahan perempuan dalam berbagai aspek

kehidupan.

7 George Ritzer dan J Goodman, Douglas, 2003, Teori Sosiologi Modern. Jakana: Prenada Media,
him 403
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Kajian perempuan dalam ilmu politik merupakan produk dari
gerakan feminisme gelombang p-aﬂama pada awal kedua puluh dan
gelombang kedua pada akhir 1960-an atau awal 1970-an di Amerika,
karena itu kajian mengenai perempuan dan politik di Amerika lebih
merupakan fenomena civil soclety daripada fenomena state sepert|
Indonesia ®. Dalam konteks gerakan perempuan di Indonesia banyak
dipengaruhi cleh gerakan feminisme dari barat.

Perbedaan dalam berbagal aliran feminisme merupakan suatu hal
yang wajar, hal itu melibatkan rangkaian sejarah dan konteks lahirnya
gerakan tersebut. Feminisme gelombang pertama merupakan
campuran dar tuntutan akan persamaan hak perempuan dalam
hukum dan pekerjaan dengan feminisme kesejahteraan yang tak
mempersoalkan keutamaan peranan  perempuan melainkan
memusatkan perhatian pada kebutuhan khusus mereka sebagal
seorang ibu dan istri, sedangkan feminisme gelombang kedua ditandai
oleh kehadiran Women's Liberation Movement .

Seperti yang diungkapkan oleh Surbakti, terdapat perbedaan
antara feminisme gelombang pertama yang memiliki rumusan yang
sederhana dalam memilih tunfutan perempuan sebagai ibu dan istri

yang merupakan kebutuhan yang dianggap khusus. Sedangkan pada

: Surbakti, Ramlan, 2002, Memrahami Hmu Politik. Jakarta: PT Gramedia,hlm 1.
Ihid. him 1
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feminisme gelombang kedua telah ditandai dengan hadirnya tuntutan
tentang kebebasan. Meskipun Qerakan feminisme datang dengan
ideologi yang berbeda—beda, umumnya mereka mempunyai
kesamaan kepedulian, yakni memperjuangkan nasib kaum perempuan
HI'I
Terdapat 2 teori feminisme yang menganalis perempuan dan
polifik secara berbeda, yaitu
a. Feminisme Radlkal
Feminisme radikal dalam sejarahnya muncul sebagai reaksi
antara kutur sexism atau diskriminasi sosial berdasrkan jenis
kelamin, Para penganut feminisme radikal tidak melihat adanya
perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual
atau biologis. Sehingga, dalam melakukan analisis tentang
penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki,
mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu
sendiri beserta ideologi patriarkinya. Bagi mereka patriarki adalah
dasar darl ideologl penindasan yang merupakan sistem hierarki
seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior. Sehingga
dalam tuntutannya terdapat personal is political yang menganggap
bahwa setiap ind ocdu berhak dalam berbagal aktivitas politik.

Sumb = radikal ini sangatlah besar pada gerakan

™ Fakih, Mansour O
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perempuan secara umum, lerutama karena paham dan analisis
mereka memberl peluang pnlﬁ{k bagi kaum perempuan ''.
b. Feminisme Liberal

Feminisme liberal muncul sebagai kritik terhadap teor politik
liberal yang pada umumnya menjunjung tinggl nilal otonomi,
persamaan dan nilai moral tapl disaat yang sama dianggap
mendiskriminasikan perempuan. Dalam teori politik liberal,
terdapat nilal persamaan yang menempatkan semua Individu
sebagai pribadi yang otonom, feminisme liberal muncul sebagai
kritik  terhadap teori  politik  liberal ‘yang dianggap
mendiskriminasikan perempuan. Asumsi dasar feminisme liberal
berakar pada pandangan bahwa kebebasan (freedom) dan
kesamaan (equality) berakar pada rasionalitas dan pemisahan
antara dunia privat dengan publik, menurut feminisme liberal
kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu
harus dijunjung tinggi termasuk didalamnya kesempatan dan hak
kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki
dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak periu
pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Jika
diasumsikan bahwa perempuan merupakan makhluk yang

rasional, karena itu ketika menyoal mengapa kaum perempuan

" Fakih Mansour, fhid him 86
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terbelakang atau tertinggal, feminisme liberal beranggapan bahwa
hal ltu disebabkan oleh kesaléhan mereka sendir.

Dengan kata lain, adanya sistem yang memberikan
kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan sebagai
bentuk darl nilai-nilai kesamaan dan kebebasan yang sama
berdasarkan asumsi rasionalitas yang dimiliki. Maka, jika
perempuan ftidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu
disalahkan adalah kaum perempuan itu sendirl,

Feminisme radikal dan feminisme liberal merumuskan
permasalahan perempuan secara berbeda. Feminisme radikal
berasumsi bahwa ideclogl patriarkl yang dianut oleh kaum laki-lakl
merupakan penindasan bagi kaum perempuan sehingga tidak
memberikan peluang politk. Dengan demikian kaum laki-laki
secara blologis maupun politis adalah baglan darl permasalahan.
Sedangkan feminisme liberal menganggap bahwa perempuan
adalah makhluk yang juga rasional seperti laki—laki. Oleh karena
itu, kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan
perempuan penting bagi mereka karenanya tidak perlu
pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Menyoal
tentang ketertinggalan perempuan Itu diakibatkan oleh kesalahan

perempuan itu sendiri yang tidak dapat bersaing.

21




C. Partai Politik

Partai politik merupakan sarana Ihagl warga negara untuk turut serta
atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga
politik, partai bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya ada. Melalui
gerakan-gerakan soslal, para partisipan pada dasarnya berpartisipasl dalam
kehidupan politk. Namun partisipasi mereka itu bersifat tidak kontinu dan
kurang terorganisir. Jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin
meneruskan perjuangan mereka secara leblh slstematls dan teratur dalam
jangka panjang, mereka harus membentuk partai politik atau minimal mereka
bekerjasama atau mendukung suatu partai politik yang ada. Dengan cara
demikian, mereka memliiikl peluang menata kemball strukutur masyarakat,
terutama ketika mereka berhasil menduduki kursi kekuasaan politik.

Mendefinisikan partai politik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena
para ahll yang mempelajarl paral-partal politik cenderung memiliki
pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik didefinisikan
sebagal suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh
jabatanjabatan pemerintahan. Anggota-anggota kelompok tersebut memilik|
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Guna mencapai tujuan-
tujuannya, partai politik melakukan beberapa hal dan salah satunya adalah
partal-partal politik merekrut penglkut mereka, menominaslkan kandidat-
kandidat mereka, mencari dana untuk mendukung pilihan—pilihan mereka

untuk memegang jabatan publik. Tanpa partai politik, proses pemilihan

22




pejabat-pejabat menjadi kacau karena ratusan orang bisa mencalonkan diri
untuk setiap jabatan.

Miriam Budiardjo menulis bahwa banyak sekali definisi mengenai
partai politik yang dibuat oleh sarjana. Berikut ini beberapa contoh definisi
yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer. Carl J. Friedrich™
mengemukakan bahwa :

"parfai politik adalah sekelompok manusia yang terorgnisir secara

stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan

terhadap pemerintahan bagl plmpinan partalnya dan berdasarkan
penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan
yang bersifat idiil serta materiil’.

Ahli lain yvang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan
membuat definisinya adalah Giovanni Sartorl, menurutnya :

"partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuli pemilihan umum

dan, mefalyi pemilihan umum iy, mampu menempatkan calon-

calonnya untuk menduduki jabatan-fabatan publik’.

Dalam konteks yang demikian partai politik merupakan satu-satunya
yang merupakan agen utama dalam proses rekrutmen pemimpin politik, hal
penting dalam mengurai partai politik adalah seleksi calon pemimpin utusan
rakyat melalui partai politik. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik
berupaya untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk

terlibat aktf dalam keglatan politik sebagal anggota dengan memberikan

kesempatan yang sama pada warga negara baik laki-laki maupun

7 Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar linne politk (Edisi Revisf), Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, him 404 = 405,
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perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivias politik. Hal yang periu
diperhatikan dalam proses seleksl adalah mekanisme yang digunakan dalam
internal partai.

Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan
keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara, partai politik telah diberikan kepecayaan dalam affirmative
action” yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan
mendapat perwakilan sebesar 30 persen. Ada beberapa alasan yang
dimunculkan cleh para feminis mengenai affirmative action tersebut, yaitu

1. Diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk
mengatasi ketimpangan gender dalam waktu yang cepat.

2. Keterwakilan perempuan di bidang politik masih sangat rendah
sehingga dibutuhkan kuota bagi keterwakilan suara perempuan di
pariemen.
kepedulian pada isu kesejahteraan keluarga, pendidikan,
kesehatan, anti-kekerasan dan lain-lain. Selain itu, dalam banyak
hal, kaum perempuan bisa melakukan tindakan kooperatif,
konsensus dan bertoleransi dibandingkan dengan laki-laki,

sehingga apablla dibawa ke dalam kehidupan politik, etika

' Affirmative Action (perlakuan khusus kepada suatu golongan), diartikan sebagai langkah strategis
untuk mengupayakan kemajuan dalam posisi-pesisi yang menentukan di masyarakat,
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perempuan itu akan berdampak positif yaitu memiliki kepedulian
tinggi yang bukan hanya rnem:.mjulkan keadilan. ™
D. Pemilihan Umum
1. Arti Pemilihan Umum

Pada hakikatnya pemilu di negara manapun mempunyai esensi
yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang
atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin
negara. Pemlmpin yang terpllih akan menjalankan kehendak rakyat
yang memilihnya.

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana utama untuk
menegakkan tatanan politik yang demokratis. Esensi sebagal sarana
demokratis untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang
padap dasarnya dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga
terbentuk kekuasaan negara vyang benar-benar memancarkan
kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat,
oleh rakyat, dan menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Pemilihan Umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan
perwujudan  hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan
pendelegasian hak-hak politik rakyat kepada wakil-wakilnya untuk

menjalankan pemerintahan. Dalam formulas! lain dikatakan bahwa

¥ Sastriyani, Siti Haritatim, 2000, Gender and Politics, Yogyakaria, diterbitkan atas kerjasama Pusat
Sudi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Penerbit Tiara Wacana, hal. 1 74-175.
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Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat
berdasarkan Pancasila dan negara Republik Indonesia.

Beberapa pengertian tersebut diatas dapatlah dikemukakan bahwa
pemilihan umum adalah suatu sarana atau cara untuk menentukan
crang—orang yang akan mewaklli rakyat dalam menjalankan roda
pemerintahan, kepentingan rakyat perlu diwakili. Karena pada saat ini
tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam kegiatan
tersebut mengingat Jumiah penduduk sangat besar.

2. Fungsi Pemilihan Umum

Dalam negara demokratis salah satu ciri utamanya adalah
pemilihan umum untuk memillh orang-orang yang akan dapat
kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan,
perwakilan (representative governmenf), yang menurut Dahl {1982},
merupakan gambaran vyang Ideal dan maksimal bagi suatu
pemerintahan demokratis di zaman modern.

Hal senada juga diungkapkan oleh Budiardjo sebagai berikut :

*Di negara—negara yang menganut paham demokratis gagasan

mengenai partisipasi rakyal dalam pemilu mempunyai dasar

ideologis bahwa rakyat berhak mengetahui siapa-siapa yang akan

menfadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijaksanaan
umum mereka“.

Karena itu pemilu bukan hanya uniuk menentukan siapa calon

pengusaha secara sah, namun jauh lebih penting dari itu adalah




sebagai sarana mengartikulasi kepentingan rakyat dalam kehidupan
bersama yang demokratis. |
Dalam kaitan dengan fungsi dasar pemilu tersebut, beberapa
fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu :
a. Sebagal Fungsi Perwakilan Politik
Metode pemilihan umum adalah suatu metode untuk
menerjemahkan pilihan warga kedalam kursi-kursi badan
perwakilan, Fungsi perwakilan inl menjadi kebutuhan rakyat untuk
memperjuangkan aspirasi dan mengontrol kekuasaan dengan
program kebijakan yang dihasilkan. Konsekuensi logis dan fungsi
keterwakllan melalul pemilu ini adalah adanya keharusan bahwa
masyarakat pemilih dalam mengungkapkan piihannya dan
kepentingan mereka tidak memiliki kebebasan minimal dalam
slstemn politik yang berlaku,

b. Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian Atau Sirkulasi Elit
Pengusaha

Pemilu sebagai wadah pergantian elit pengusaha didasarkan
pada asumsi bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil
rakyat. Dalam kaitan itu Kolabinska membagi tiga tipologi sirkulasi
elit yaitu : Pertama, ellt yang berasal darl segmen elit ftu sendiri,
jadi hanya pergantian diantara para pengusaha sendiri. Kedua, elit

yang berasal dari non—elit yang direkrut untuk menjadi pengusaha.
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Ketiga, elit baru yang memenangkan pemilihan dari elit
sebelumnya dan kemudlan ménggantlnya.
c. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah untuk
melaksanakan tugas pemerintahannya. Sistem politk yang
mewadahi pemilu tersebut adalah prasyarat mutlak untuk memberi
legitimasi pemerintahan dan wakil-wakil rakyat yang terpilih.
Dengan demiklan pemerintah, berdasarkan legitimasl tersebut,
fidak hanya memiliki ctoritas menjalankan kekuasaan tetapi juga
mempunyai hak untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang
melanggar hukum tersebut. Fungsi legitimasi politik inl merupakan
konsekuensi logis yang dimiliki pemilu, yaitu untuk merubah suatu
ketertiban politik massa dari yang bersifat sporadis yang dapat
membahayakan menjadl sumber utama bagi oforitas dan kekuatan
politik nasional.

Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang
dimiliki pemilu, yaitu untuk mengubah satu ketertiban politik massa
menjadi satu keteraturan aspirasi bagi otoritas dan kekuatan
nasional. Ada beberapa alasan mengapa pemilu dianggap
merupakan alat legitimasl politk rakyat Pertama, melalul
pemilihan umum diharapkan menghasilkan suatu pemerintahan

yang dianggap sah oleh rakyatnya. Dengan demikian setiap
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pemilu legitimasi rakyat atas pemerintah akan semakin
diperbaharul. Kedua, pemerintah dapat mempengaruhl perilaku
rakyat, tidak heran menurut beberapa ahli fungsionalisme
menganggap bahwa pemilu sebagai sasaran kooptasi bagi
pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap
kebijakan—kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama
dapat memperkecil oposisi atasnya. Ketiga, dalam negara modern
dan demokratis, pemilu menjadi tanda persetujuan rakyat atas
kesepakatan rakyat terhadap pengusaha dan tidak melalui
pemaksaan, menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut ternyata
leblh efektif sebagal sumber kekuasaan atas rakyatnya ketimbang
melalui pemaksaan.
d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Masyarakat.

Pemilihan Umum adalah kebijakan politik yang diharapkan
dapat memberi pemahaman politik masyarakat akan hak-hak

politiknya secara langsung, bebas dan terbuka.

Kerangka Pemikiran

Perhatian terhadap pentingnya peningkatan keterwakilan politik

perempuan Indonesia menjadi salah satu wacana yang terus diperdebatkan

seiring semakin menguatnya demokratisasl dan peningkatan pelaksanaan

hak asasi manusia. Tidak mengherankan jika perjuangan untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan perempuan masih terus
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digalakkan. Kesan peran perempuan dalam politik sebagai "makhiuk kelas
dua " belum juga blsa terklkis. -

Kemajuan cukup signifikan terlihat dalam Pemilu 2009 dengan
keluamya kebijakan affirmative action melalui sistem kuota 30 persen
perempuan yang dituangkan dalam Undang-undang MNo. 10 Tahun 2008
tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Faktanya, meskipun secara
formal peluang keterwakilan perempuan di I&mbaga-'lambaga pengambilan
keputusan telah terbuka lebar, tetapl sampal saat Inl partisipasl politik
perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan masih rendah. Hal
ini dapat dilihat pada hasil Pemilu 2009 dari 50 anggota DPRD di kota
Makassar hanya ada 2 (dua) orang calon perempuan dari Partal Hanura yang
berhasil menduduki kursi DPRD, walaupun Partai Hanura dapat
mencminasikan calon legislatif perempuan sebanyak 40 persen. Hal ini
menunjukkan walaupun partal polltik dapat menominasikan leblh darl 30
persen perempuan belum tentu hasil akhir akan menampilkan anggota
legislatif perempuan sebanyak 30 persen, samuan;ra kemudian sangat
bergantung pemilih dan bergantung kualifikasi calon legislatif perempuan.

Partai politik yang berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik memiliki
tugas yang berat dalam mencari dan menyiapkan kader-kader partai yang
berjenis kelamin perempuan yang bisa dinominasikan sebagal calon legislatif.

Salah saiu strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan
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keterwakilan perempuan lewat mekanisme penjaringan kandidat calon
leglslatif secara transparan, dan tidak diskriminatif.

Penerapan kuota perempuan melalui undang-undang Pemilu adalah
sarana atau salah satu pintu bagi upaya membuka halangan yang selama ini
dihadapi oleh perempuan untuk berpatisipasi di bidang politik, maka dari Itu
diperlukan sensitifitas dari partai politk dalam memaknai arti pentingnya
keterwakilan perempuan. Sebab jangan sampai pemaknaan yang salah oleh
partal politik akan kuota 30 persen dalam Undang-undang Pemilu bahwa
ternyata adanya perwakilan perempuan dalam partai politk hanya dijadikan
sebagai alasan untuk meloloskan partai politik tersebut dalam pemilu dengan
memenuhl prasyarat kuota 30 persen.

Harus diingat, walaupun bisa jadi sangat efektif sebagai mekanisme
untuk meningkatkan keberadaan perempuan di arena politik, tetapi tidak
kalah penting adalah keslapan perempuan untuk dapat mengls! peluang yang
telah dibuka, karena kandidat perempuan nantinya harus berkompetisi
langsung melawan calon laki-laki. Selain itu affirmative acfion melalui
mekanisme kuota hanyalah langkah paling awal yang belum memberi
jaminan bahwa bertambahnya jumlah akan berimplikasi pada lebih banyak
kebijakan yang berperspektif perempuan. Diperlukan pula adanya partai
politik yang aktif, sistem pendidikan yang tidak diwarnal prasangka gender

serta ada kelompok-kelompok masyarakat yang aktif bersama ikut serta
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mempromosikan partisipasi dan representasi perempuan yang lebih
signifikan.
Untuk memberikan gambaran secara mendetail, berikut digambarkan

bagan kerangka konseptual.

Gambar 1
Skema Pemikiran

Keterwakilan Politik Perempuan
Partai Hanura

ﬁi‘lakanisme Melalui I{ualifiir.asi\\" ( Faktor-faktor

Caleg Perempuan Partai Pendukung dan

’ H.'amullir:au:r1t e Penghambat
2 Caleg Perempuan

1. Kualitas g Partai Hanura
i Dalam Pemenuhan
2. Moralitas

3. Popularitas Kuota 30 Pgrsnan
4. Kapabilitas Pada Pemilihan

\‘ / 1\- Umum 2009 _/

J

[ Upaya Pemenuhan Kuota 30% Perempuan J

Partai Hanura
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A, Tipe Penelitian dan Dasar penelitian

Dalam penelitian ini ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam
gambaran tentang fokus penelitian ini tentang dinamika politik calon legislatif
perempuan Partai Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan
perempuan dalam Pemilu 2009 kota Makassar. Qleh karena itu, penelitian Inl
mengaunakan tipe penelitian deskriptif analisis yang beriujuan
menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karateristik
mengenal populasi atau bidang tertentu. Penelitian Inl berusaha
menggambarkan situasi dan kejadian.

Adapun dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu
suatu pendekatan untuk melihat objek penelitian sebagal suatu kesatuan
yang terpadu agar penulis dapat memperoleh fia.la yang meyakinkan.
Metodologi penelitian yang mencakup dalam studi kasus adalah pendekatan
genetlk berupa mencarl kebenaran limiah dengan cara mempelajari secara
mendalam, didasarkan atas ketajaman peneliti melihat kecenderungan, pola
arah, interaksi banyak faktor dan hal lain yang memacu dan menghambat
perubahan dengan kata laln untuk melihat objek penelittan sebagal suatu

kesatuan yang terpadu agar dapat diperoleh data yang meyakinkan. ’

' Masir, Moh,, 2000, Mefode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 60-61,
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B.  Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Adapun lokasi penelitiannya sr—;éuai dengan judul penelitian, yaknl
dinamika politik calon legislatif perempuan dengan studi pemenuhan kuota 30
persen keterwakilan perempuan pada Partai Hanura Kota Makassar,
sehingga dapat dipastikan penelitian mengambil lokasl di kota Makassar.
Kota Makassar merupakan pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan dengan
tingkat pluralitas dan kemajemukan masyarakat yang tinggi, sehingga kota ini
cukup representatif sebagal lokasl penelitian yang dapat menggambarkan
fenomena yang ingin diteliti. Mengenai unit analisis, maka yang menjadi unit
analisis dalam penelitian ini adalah Partai Hanura kota Makassar dengan
pertimbangan bahwa Partai Hanura merupakan partai baru peserta Pemilu
2008 yang mampu mendudukkan 2 (dua) orang anggota legisiatif perempuan
di lembaga legislatif kota Makassar.
C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan
dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan
teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi
langsung dengan para informan.

2. Data sekunder, yaitu dafa yang diperoleh dar studi kepustakaan
dengan cara membaca buku, Iteratur-literatur serta informasi

tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti,
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selain itu terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk
memperaleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan
sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

Menurut Arikunto, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga

tingkatan :

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa
jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui
angket;

2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa
keadaan diam dan bergerak.

3. Paper, yaltu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa
huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan
pengertiannya ini maka “paper” bukan terbatas hanya pada kertas
sebagalmana terjemahan pada kata “paper” dalam bahasa Inggris,
tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan
sebagainya, yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.®

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan yang

mengungkapkan fakta mengenal variabel yang diteliti Dengan tujuan

* Arikomto, Subarsimi, 1997, Prosedur Penelition, Suatu Pendekaton Prokiek, Rineka Cipta, Jakarta,
hal. 107
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tersebut maka dalam penelitian ini digunakan beberapa metode untuk
mengumpulkan data yaitu |
1.  Wawancara
Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung
yang merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan
untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara, penulis secara
langsung melakukan wawancara dengan informan yang dianggap
paham dan mengetahui masalah yang akan ditelitl atau Informan yang
berkenaan dengan penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan
mendalam atau pedorman wawancara. Adapun penentuan informan
didasarkan pada kompetensi penelitian, yaknl: {1) Ketua partai politik,
{2) Calon legislatif perempuan yang terpilih sebanyak 2 (dua) orang,
(3) Calon legislatif perempuan yang tidak terpilih sebanyak 1 (satu), (4)
tokoh masyarakat [JEI’EI'II'IFII..IEI'I- dan laki-laki sebanyak 2 (dua) orang.
2. Studi Pustaka
Yakni dengan membaca sumber-sumber literatur yang
berhubungan dengan tema, dan teorl-teori sosial yang berupa buku-
buku, surat kabar, jurmnal, dan Informasi tertulis lainnya vang

membahas tentang keterwakilan dan parisipasi politik kaum

perempuan.




E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan taha;lm akhir dalam tahapan penelitian,
Pembagian tahapan penelitian menjadi tiga bagian yaitu tahap pralapangan,
tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Pada tahap analisis data,
penelitl mencarl konsep dasar anallsis data, menemukan tema-tema dasar
dari hasil wawancara sebagai teori substantif sebagai dasar analisa data dan
mengkonstruksi hipotesis serta menganalisis berdasarkan hipotesis tersebut,

Anallsis data merupakan upaya mencarl dan menata secara sistematik
calalan secara observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan
pemahaman peneiiti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai
temuan bagl yang lainnya. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman
tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna
{meaning).

Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Analisis
data kualitatif adalah analisis yang tidak bersifat numerik atau angka yang
mempunyai relevansi dengan substansi penelitian ini. Proses dalam
melaksanakan teknlk analisis data, digunakan melalui tiga jalur sebagal
berikut :

a. Reduksi Data

Analisls pada tahap inl merupakan pemilihan, pemusatan,
penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data "kasar”

yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, pada tahap ini
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dilakukan analisis menggolong-golongkan, membuang data yang
tidak perlu, mengarahkan dan' mengorganisasikan data.

b. Penyajian Data
Alur analisis yang kedua ini adalah menyajikan data yang

dianalisis pada alur pertama dan kemudian disajikan dalam bentuk

teks naratif,

c. Penarikan Kesimpulan

Analisis pada alur ini adalah mencari makna peristiwa, pola-pola

dan alur sebab akibat untuk membangun proposisi.

¥ fbid hal 162.
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BAB IV
DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Singkat Daerah Kota Makassar
1. Kondisi Geografi dan Kependudukan

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di
persimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam
propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan

Timur Indonesia dan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia.
Dengan kata lain, wilayah kota Makassar terletak antara 119 24'17'38"

bujur timur dan 5 8'6'19" lintang selatan. Luas wilayah kota Makassar
tercatat 175,77 Km persegi daratan dan termasuk 11 pulau di selat
Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 110 km
persegi. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan
dan memiliki 143 kelurahan.

Kota Mzkassar secara administratif berbatasan dengan sejumlah
Kabupaien yauni .

a. Ssbelgh Utare dengan Kabupaien Maros

b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Maros.

¢. Sebelgh Selzian dengan Kabupaien Gowsa, dan

d. Sebelzh Barat dengan Sslat Makassar,
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Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis
Makassar member penjelasan Eahvm kota Makassar memilikl letak
yang sangat strategis jika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi
maupun politik. Dengan demikian kota Makassar memiliki keunggulan
dibanding wilayah lain di Kawasan timur Indonesia.

Ditinjau dari aspek kependudukan yang mencakup jenis kelamin,
kelompok umur dan wajib pilih, Makassar merupakan wilayah dengan
komposisl penduduk yang beragam dan besar, Berlkut inl adalah tabel
mengenai kondisi penduduk di Kota Makassar.

Tabel |
Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk

No.| Kecamelan | Keleehan Lid T Pesempuan | damish

1 | Mariso 9 30.641 | 30.765 61.407

2 Mamajang 13 34.041 35.044 69.085

3 Makassar 14 49.925 47.571 04.496

4 Ujung pandang 10 13.954 14.659 28,653

5 VWaijo 8 17.864 17.762 35.626

B Bontoala 12 31.433 31.638 63.070

7 Tallo 15 74.102 72.774 146,876

& | Ujung tanah 12 26.134 | 25.708 51.841
9 Panakukang 11 72.226 71.448 143.673

10 | Tamalate 10 79,450 78.230 157.680

11 | Biringkanaya 7 79.663 80.327 159.989

12 | Manggala 6 53.395 52.239 105.634

13 | Rappocini 10 72.439 73.927 146.366

14 | Tamalanrea 8 50.186 49,742 99.928

Jumlah 682,452 | 681.873 1.364.328

Sumber Data : Makassar Dalam Angka 2008
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Secara keseluruhan jumilah pe-nduduk yang berjenis kelamin laki-laki
lebih banyak daripada yang berjenis kelamin perempuan. Kota Makassar
merupakan salah satu daerah yang laju perturmbuhan penduduknya
tinggi. Di mana kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi
selatan yang berada pada posisi yang strategis sebagal pintu gerbang
kawasan Timur Indonesia yang berimplikasi pada arus urbanisasi
maupun migrasi dari daerah maupun provinsi lain.

Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tingkat
kelahiran dan tingkat kematian di suatu daerah. Disamping itu struktur
umur penduduk yang dapat menggambarkan angka beban
tanggungan, serta saiah satu syarat akan hak wajib pilih dalam pemilu,
namun dalam hal ini masih terkait dengan berbagai prasyarat lainnya.

Tabel Il
Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin

Kelompok umur Laki-laki peram g[uan
U-4 £9.244 :
5-5 56.099 0229 |
10-14 50,348 51103
15-18 68.954 59.621 |
. PD-ed 76.447 B2.8971 |
25-29 80.860 63,225
30-34 51.128 | 52 464
3535 44 024 ' 44.023
40-44 34,477 36.556
45-48 26 587 349,540
50-54 26.686 31.014
= ] 17.338 14,449
60-64 15.680 17.841
65+ 20.355 20.556

Sumber : Makassar Dalam Angka 2008
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Data diatas menunjukkan bahwa dilihat dari usia kelompok

produktif antara kelompok perempuan dan lakl-laki di Makassar,

jumiah perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Begitupun dengan jumiah wajib pilih dalam pemilu. Berikut ini adalah

tabel mengenai jumiah wajib pilih dalamcPemilihan Umum 2009,

Tabel [II

Jumlah Wajib Pilih Dalam Pemilu

Pemilih Terdaftar
No Nama Kecamatan
L P Jumlah
1 Mariso 20.186 21.943 42,132
2 | Mamajang 23,526 25.711 49.237
3 Makassar 32.114 43.870 65 9684
4 Ujung pandang 10.565 11.674 22,239
5 Wajo 12.381 12.944 25325
5] Bontoala 21.117 22137 43,254
7 Tallo 50.146 51.080 101.226
8 Ujung tanah 16. 5_1ﬂ 15.155 33.665
9 Panakukang 52.871 54,497 107.368
10 | Tamalate 54,984 57.334 112.318
11 | Biringkanaya 50.624 54.262 104 888
12 | Manggala 38.226 139.282 77.508
13 | Rappocini 53.752 56.664 110.416
14 | Tamalanrea 36.864 38.623 75.487
Jumlah 473.869 497.178 971.047

Sumber Data: KPUD Kota Makassar

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pilih perempuan

lebih besar daripada laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa

mayoritas pemilih adalah perempuan, sehingga para calon legislatif

perempuan memungkinkan untuk dapat menarik dukungan dari
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sesama kaumnya untuk mengoptimalkan tindakan affimative action
dalam bentuk kuota seselekiif mdngl-:in. Dengan kondisl di atas, kaum
perempuan dapat menyatukan suara pada calon legisiatif perempuan
yang dianggap memiliki kapabilitas dalam menjembatani kepentingan
mereka dengan pemerintah.

2. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup
berdampingan seperti etnis Bugls, etnis Makassar, etnis thionghoa,
etnis toraja, etnis mandar dan lain-lain. Penduduk kota Makassar yang
mayoritas beretnis Bugis-Makassar, dalam kehidupan sehari-
harinya maslh banyak terikat oleh kehidupan sistern norma dan aturan-
aturan yang keseluruhannya disebut dengan Panngadereng (atau
Panggadakkang dalam bahasa Makassar).'

Sistem adat dari orang Bugis Makassar itu berdasarkan atas lima
unsur pokok ialah:

a. Ade, adalah unsur bagian dari Pannggadereng vyang secara
khusus terdiri dari ade akkalabinengang atau norma mengenai
hal ihwal perkawinan serta hubungan kekerabatan dan berujud
sebagal kaidah-kaidah perkawinan. Ade tana atau norma-
norma mengenail hal lhwal bernegara dan memerintah negara

berwujud sebagai hukum negara.

| Eoentiaraningrat. 2007, Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta : Djiambatan, him 277
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Bicara, adalah unsur bagian dari Pannggadereng yang
mengenal semua aktivitas dan konsep-konsep yang
bersangkut paut dengan peradilan.

C. Rapang, dianggap keramat karena berwujud contoh,
perumpamaan , khiasan atau analogi yang menganjurkan
perbuatan dan etika dalam hidup.

d. War, adalah unsur bagian dari Panngadereng yang
melakukan klasifikasi dari segala benda., peristiwa dan
aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Seperti susunan dalam
hidup bermasyarakat untuk memelihara garis keturunan dan
lapisan sosial dalam masyarakat.

e. Sara, adalah unsur bagian dari Panngadereng yang
mengandung pranata-pranata hukum Islam yaitu menjelaskan
tentang norma-norma dan  nilai  Islam  yang harus
dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan unsur ini
melengkapkan keempat unsurnya menjadi lima.

Falsafah hidup yang mereka pegang secara tequh bahkan sering
ditonjolkan secara emosional, dirangkai dengan kata-kata dalam
bahasa Makassar sink na pace * kata sir’ yang secara harfiah berarti
malu, juga berarti kehormatan. Rasa dan nilai kehermatan ini ditanam

dan dikembangkan dalam diri pribadi pada setiap anggotanya yang

? \Wahid, Sugira, 2007, Manusia Makassar. Makassar, Pustaka Refleksi, him 28.
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berkaitan dengan kehidupan keluarga. Seseorang harus menjaga
kehormatan dan nama bailk kaiuarga. Perempuanlah yang men|adi
lambang kehormatan keluarga, kata pacce yang secara harfiah
berarti pedih mempunyai nilai sendiri dan selalu mengiringi sikap sirik.
Dengan sikap yang berdasarkan sikap pacce Inl masyarakat Makassar
mengembangkan sikap berprikemanusiaan yang tinggi .

3. Posisi Perempuan Dalam Budaya Bugis-Makassar

Masyarakat Bugis Makassar sebagaimana lazimnya masyarakat
lain lelaki dan perempuan memiliki wilayah aktivitas masing-masing.
Namun pada hakekainya orang Bugis Makassar tidak menganggap
laki-Hlakl dan perempuan leblh mendominasi satu sama lain. Kriterla
pembedaan peran gender lebih berdasarkan kecenderungan sosial
dalam perilaku individual pada umumnya,?

Menurut pepatah crang Bugis, bahwa wilayah perempuan adalah
sekitar rumah sedangkan ruang gerak kaum pria menjulang hingga ke
tangit_' Kata bijak tersebut juga menjelaskan peran laki-laki dan
perempuan dalam kehidupan rumah tangga bahwa aktivitas utama
laki-laki adalah di luar rumah, dialah tulang punggung penghasilan
keluarga dan dialah yang bertugas mancari nafkah (sappa

lalengatuwwong). Sementara perempuan sebagal |bu (indo ana),

Pelras, Christian, 2006, Mamusia Bugis. Jakarta, Penerbit Nalar, him 185.
Ihid, him 186.
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menjalankan kewajibannya menjaga anak dan mengurus keperluan
rumah tangga.

Perempuan sangat dihargai dalam perannya sebagai pengatur
rumah tangga. Akan tetapi penulis melihat bahwa hal itu membawa
implikas! lain pada perempuan dengan jelas memperiihatkan peran
domestik perempuan untuk hanya terposisi pada hak-hak yang berbau
rumah tangga dan meminggirkan peran publik perempuan.

Bias gender lebih jauh terlihat pada proses perkembangan
kehidupan perempuan Bugis Makassar berikut ini, pembentukan
perempuan di masyarakat Bugis melalui beberapa tahap proses :

8. Mantafil makkunral, diharapkan agar perempuan mampu
menjaga diri untuk tidak mendapatkan malu karena sudah
memilki penutup atau pencegah segala kemungkinan yang
dapat mendatangkan rasa malu, balk bagl dirinya pribadi
maupun segenap keluarganya.

b. Mancapi misseng dapureng, tahap kedua ini pendidikannya
diarahkan supaya anak perempuan yang menikah gadis ini
mengenal dapur. Maksudnya mengenal masalah-masalah
yang berkaitan dengan fungsi dapur.

c. Mancajl mattaro, selanjutnya anak perempuan yang berusia
sekitar 14-16 tahun diperkenangkan untuk mampu mafului

lisek pabbaresseng yaitu menjaga baik-baik isi pemberasan
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(tempat menyimpan hergs persediaan), hal itu juga berarti
mampu  menyimpan perolehan suaminya Jika ia telah
berkeluarga, berhati-hatj mengambil dan mengeluarkannya.
d. Mancaji baliperri, pendidikan ketika berumur sekitar 17 tahun
ke atas. Pada wakty menadi istri maka ia benar-benar harus
mampu mengendalikan kebutuhan rumah tangga .
e. Makkunrai serupa inilah secrang worowane (suami) akan
selalu merindukannya; keduanya sudah menjadi siball pemi.
Konsep nilai tersebut penulis menganggap bahwa masyarakat
Bugis-Makassar peranan perempuan sangat dihargai sebagai
pengatur rumah tangga. Akan tetapi hal Itu akan bermplikasi lain pada
perempuan dalam pilihan-pilihan tertentu seperti keterlibatan
perempuan dalam politik. ®
B. Gambaran Singkat Partai Hanura
1. Sejarah Pendirian Partai
Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-
tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-

14 November 2006. Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan

penting sebagai berikut.

® Nadir, Sakinsh, 2006, Partisipasi Politik Perempiean, Thesis Mahasiewa Pasca sajana UGM,
Jogjakarta, Him 59-60.
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Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regionl,
dan nasional, seta kinerja pemerintahan RI selama Inl,
mengisyaratkan bahwa sejalinya Indonesia belum berhasil
mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
Memperhatikan kinea pemerintahan sekarang ini maka
kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit
diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan,
menyangkut perbalkan nasib bangsa.

Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya
sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan
lagl untuk memenuhl ambisl perorangan atau kelompok,
namun merupakan  perjuangan bersama  untuk
menyelamatkan masa depan bangsa.

Perjuangan ltu membutuhkan keberanlan untuk menyusun
strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian
dan kebanggaan kita sebagal bangsa.

Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan
berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan
kelkhlasan, sebagalmana dahulu para pendahulu kita

'berhimpun bersama sebagal bangsa untuk mencapai
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kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali

sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita,

Kita kembangkan sémangat perjuangan, 'Semua untuk satu,
satu untuk semua’. Artinya, semua harus memberikan yang
terbalk untuk saty tujuan bersama, yaknl membentuk
pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya,
pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata
uniuk kepentingan rakyat Indonesia.

Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan
melindungi perjuangan yang tulus dan Ikhlas ini demi masa

depan Indonesia yang kita cintai bersama.

Delapan kesepakatan itu kemudian ditindakianjuti dalam wadah

partal politik bernama Partal Hatl Nuranl Rakyat, disingkat Partal

HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21

Desamber 2006 di Jakarta. Partai HANURA harus didirikan untuk:

da.

Menjawab kepedulian dan kecintaan yang mendalam

terhadap nasib negara dan bangsa,

Menjamin kepastian masa depan bangsa Indonesia yang

saat inl tidak jelas arahnya.
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Merekonstruksi moge| ngemimpinan masa depan yang lebih
memahami hatl nuran] rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur,
tegas, berani, dan berkemampuan.

Mewujudkan semangat sebagaimana yang ditempuh para
pendahulu kita, berhimpun bersama untuk menyelamatkan
bangsa.

Merespons persoalan bangsa vyang terlaly kompleks
dibutuhkan solusg strategis, yaitu berpotitik dengan hatl nurani
untuk memperjuangkan kebenaran.

Membangun kekuatan politik yang tidak berorientasi pada
kekuasaan semata, namun dengan spirit ke-Tuhanan guna

kemaslahatan/kebaikan,

Azas, Ciri, dan Nilai Dasar Perjuangan Partai HANURA

Ketakwaan;  dalam  gerak langkahnya  senantiasa
mendasarkan pada nilai etika dan moralitas atas dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemandirlan; pribadl  yang  bermartabat  dengan
mengutamakan sumber daya manusia dan sumber daya
alam untuk keunggulan bangsa, tanpa harus bergantung
pada pihak laln dan terbebas darl Intervensl plhak asing.
Kebersamaan; selalu menjalin  keharmonisan  dari

keberagaman etnis, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.
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d. Kerakyatan; peka dan tanggap terhadap aspirasi, tuntutan,
kondisl, dan harapan rakyat serta konsisten dalam
memperjuangkannya,

e. Kesederhanaan: selaly mengedepankan sikap dan perilaku
yang bersahaja.

3. Visi Partai HANURA

8. Kemandirian Bangsa, bangsa Indonesia saat ini terasa tidak
mandirl lagi. Banyak tekanan dan Intervensi asing yang
sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kila
harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam
penyelenggaraan negara.

b. Kesejahteraan Rakyat, sebuah kata yang sudah sangat
sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua
kader Partal HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di
benaknya harus selalu tertanam kalimat kesejahteraan rakyat
Indonesia, sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

4. Misi Partal HANURA

a. Mewujudkan pemerintahan lyranrg bersih dan berwibawa
melalui penyelenggaraan negara yang demokratis,
transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada
Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

1845 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Melahirkan pPemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan
berkemampuan, yang .dalarn menjalankan tugas selalu
mengedepankan hati nuran;.

Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan
supremasl hukum yang berkeadilan secara konsisten,
sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik
yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi
kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan
pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan
berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha
dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu

pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
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5. Tugas Pokok Partaj HANURA

8. Partai membangun organisasi yang solid dan merakyat di
semua tingkatan.

b. Melakukan rekrutmen dan kaderisasi serta upaya-upaysa
taklis dan strategis untuk memenangkan perebutan hati
rakyat, pemilu legisiatif, pemilihan presiden/wakil presiden
dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.

c. Untuk melaksanakan misi partai dalam rangka mewujudkan
kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Dalam budaya dan praktek politik yang sangatl patriakis, tanpa
penerapan kebijakan afirmatif maka pemilihan umum hanya akan
melanggengkan dominasi laki-laki di arena politik. Telah terbukti jika jumlah
perwakilan perempuan di arena politik dan dalam proses pengambilan
keputusan signifikan maka perempuan bisa membuat perbedaan dan mereka
bisa mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang diambil. Perjuangan
politik bukanlah medan baru dalam sejarah pembebasan perempuan di
Indonesia. Ruang ini semenjak lama, terlebih setelah diberangusnya
organisasi perempuan ditahun 1965/66 menjadi sangat susah untuk
dimanfaatkan oleh perempuan. Mereka terkadang masih diperlakukan

sebagai “tamu asing” dalam rumah yang bemama "politik”.
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Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syl membuktikan diri sebagai

partai memiliki keberpihakan terhadap kaum perempuan. Dalam daftar caleg

yang disampaikan ke KPU Sulsel pada pPemilihan umum 2009, 40 persen di

antaranya adalah perempuan,




BAB vV
HASIL PENELITIAN Dalﬁ.ﬂ PEMBAHASAN

Partai politik adalah kekuatan politik (organisasj kekuasaan) yang

berfungsi untuk membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan rakyat,
khususnya anggota dan simpatisannya melalul pengaruh atau kekuasaan
alas otoritas Negara, khususnya pemerintah. Secara universal dan
demokratik, peran utamanya adalah memegang kekuasaan Negara, apabila
mereka berhasil memperaleh suara mayoritas dalam pemilu. Fungsl lalnnya
adalah menyiapkan kader-kader pemimpin, pendidikan politik bagi rakyat,
sarana partisipasi politik dan komunikasi palitik dan banyak lagi yang lain.
Secara realitas, perempuan dalam struktur pelitik masih sangat rendah
balk itu dalam partai politk maupun dalam lembaga legislatif. Padahal
penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan jauh lebih besar
daripada laki-laki, meskipun untuk kota Makassar pada khususnya jumiah

penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan meskipun dengan

selisih yang cukup kecil tapi jumlah pemilih perempuan lebih besar daripada

pemilih lakl-lakl,!

—

009
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hak-hak  politik  perempuan
| diskriminasl dan peminggiran

hak-hak politik kaum Perempuan. Secara dg jure  peraturan perundang-

undangan sudah mengatyr dan membuka secara lebar peluang perempuan
untuk turut aktlf dalam kehldupan palitik,

Dengan demikian, dalam praktiknya kuota 30 persen tersebut belum
dilaksanakan sebagaimana mestinya, terlebih banyak fakior yang
menyebabkan pelaksanaan hak politik perempuan tersebut belum berjalan
secara optimal sebagaimana diharapkan. Stigma-stigma bahwa perempuan
dalam posisi domestik dianggap sebagai salah saty hal yang mengakibatkan
perempuan terlambat memulal berkiprah dalam dunia politi. Minimnya
keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik  dikarenakan berbagai
hambatan baik kultural maupun struktural. Maka sesuai dengan feori nurture
yang beranggapan bahwa terjadinya perbedaan laki-lakl dan perempuan
disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang cenderung meminggirkan
perempuan dan melegitimasi peran domestik serta sirecfipe perempuan,
sehingga penulis melihat bahwa hal Inl merupakan salah satu pendorong
lahirnya feminisme radikal yang memperjuangkan akan hak setiap individu

iz berbagai akiivitas pﬂimk tanpa adanya pgr‘bﬂﬂﬁﬂn jEniﬂ- kelamin,

Pandangan bahwa politik ltu kotor, keras, penuh intrlk dan

semacamnya serta dunia politic dikategorikan sebagai dunia laki-aki dan

oleh karenanya perempuan tarsingkir dalam dunia tersebut. Perempuan tidak
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| pemimpin, baik karena alasan
atrlarkhl yang sudah

Masyarakat merupakan kendala kultural bagi
perempuan. Kendala struktyrs|

berupa kebljakan yang bias gender serta komposis| pengambill kebijakan

data yang didapatkan dari hasil

wawancara mendalam kepada Ketua Partai, calon legisiatif yang terpilih dan

yang tidak terpilih serta anggots Masyarakat dengan didukung oleh literatur
yang ada penulis mencoba menguraikan jawaban dari beberapa pertanyaan
penelitian mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada Partai
Hanura Kota Makassar.

Partai Hanura Sulawesi Selatan khususnya untuk calon legislaif Kota
Makassar telah menetapkan kualifikasi internal partai bagi calon legislatif

perempuan untuk dapat bersaing dalam pemilihan anggota legislatif. Menurut

hasil wawancara dengan Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan Dewie

Yasin Limpo, menyatakan bahwa :

Mengenal kuota 30 persen keterwakilan perempuan balk dalam
pencalegan maupun komposisi di parlemen nantinya, bukanlah hal
yang harus diperdebatkan, tetapi hal ini merupakan momentum baru
bagi kaum perempuan uniuk dapat sejajar dengan laki-laki dalam ha'!
politik. Dalam internal atau run'ra!) tangga F_‘artal Hanyra_m_ Su[awem
Selatan, saya tekankan bahwa tidak ada tindakan diskriminasi atau
;::-sﬁial-:u' pilih kasih antara laki-laki dan kaum perempuan. Semuanya
tergantung dari kemampuan perindividu dalam menggalang suara

: rlemen. Dalam kualifikasi pencalonan
untuk bisa duduhp::;?ﬁaﬁﬁm memiliki kriteria sendiri selain kriteria

E?ﬂﬂugn?t&}:rﬁ;ﬂ?z:;h ditetapkan oleh Undang-Undang. Unituk calon
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legislatif .
;gs maﬁm;nepr:an b dinyatakan layak dalam kriteria umum di
mnr:aluitas (2) kuai?;:mmn nternal parta harus terpenuhi, yaity (1)
ini harus r.'il'pEnulhiE' ﬁ;kﬂpabflita& dan (4) popularitas, I'f.:&empal tas
menempatkan girin ::m{:‘ lon_legislatif perempuan untuk dapat
keterwakilan |::|-L‘.=I|i’ﬁ'n:,21Ir @8 dengan kaum pria dalam aspek

Berdasarkan hasi| wawancara dj atas, bahwa pemenuhan kuota 30

persen keterwakilan perempuan bukanlah hal yang perlu ditakutkan,

melainkan dapat dijadikan sebagaj langkah atau pijakan baru bagi kaum

perempuan untuk dapat mengembangkan potensi diri mereka dalam aspek
politik, Partai Hanura, terkait dengan kuota 320 persen keterwakilan
perempuan selalu memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada kader
perempuan untuk duduk sebagai pengurus Intl dalam partal, karena dengan
adanya predikat sebagai Pengurus inti maka sangat berpengaruh pada
penempatan nomor urut dalam daftar calon legislatif.

Di slsi lain, dalam Internal Partali Hanura terlihat Jelas bahwa ada
keinginan yang sangat besar dari para kader perempuan untuk menduduki
Jabatan strategis dalam struktur kepengurusan, akan tetapi ruang dan
kesempatan sangat kecll, dimana secara kuantitas jumlah kader laki-laki lebih
banyak sehingga oforitas dan dominasi mereka masih sangat kental,
Imbasnya ruang gerak perempuan terasa dibatasi oleh sistemn internal partai,
atau hal Inl merupakan faktor struktural yang merupakan salah satu

penghambat akan peningkatan keterwakilan perempuan disamping itu ada

i in Li DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan
?  Hasil wawancara dengan Dewie Yasin Limpo selaku Ketua
pada tanggal 26 Juni 2010.
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tradisional  berupa sistemn  nijlai
nilai  dan buda i
¥a Bugis-Makassar yang

menem isi
patkan posisi Perempuan semakin terpinggirkan dalam panggung

politik.

Partai
| Hanura merupakan salah satu parta yang memperhatikan

progresivitas perempuan dalam berpolitik. Hal tersebut dituangkan dalam

pembentukan organisasl sayap Hanura yaitu Perempuan Hanura. Organisasi
ini merupakan wadah perjuangan partai untuk menciptakan perempuan yang
berkualitas dan mampu untuk berdiri sejajar dengan kaum laki-laki dalam
aspek politik. Perempuan Hanura adalah -

1. Perempuan Hanura adalah organisasi berbasis perempuan yang
merupakan bagian integral dari partai hanura dan  memiliki
kewenangan yang bersifat otonom.

2. Perempuan Hanura merupakan salah satu wadah perjuangan
partai untuk memenuhi kebutuhan taklis dan strategis, dalam

rangka memperkuat basls dukungan, terutama darl perempuan.

3. Perempuan Hanura merupakan wadah berhimpunnya seluruh

perempuan dalam partai hanura.
Perempuan Hanura merupakan wadah strategis komunikasi politik

dan wadah silaturahmi kelompok perempuan dalam paral hanura.
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hanura, khususnyg dalam J:-I-:téng keperempuanan

Perempuan Hanura merypakan Wadah bagi perempuan indonesia
untuk mengembangkan Partisipasi politiknya,

7. Perempuan Hanura Merupakan sarana untuk membangun Iklim

yang kondusif sertg sebagai Perekat persatuan dan kesatuan

bangsa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
8. Perempuan Hanura merupakan wadah rekrutmen kader dalam
proses pengisian jabatan polifik melalui mekanisme demokrasi. 3
Dalam penelitian ini, kualifikasi bagi calon legisiatif perempuan Partai
Hanura difokuskan pada pernyataan Ketua DPD Partal Hanura Sulawesi
Selatan Dewie Yasin Limpo, yaitu
1. Moralitas
Moralitas merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh
setiap calon anggota legislatif perempuan dalam tujuannya untuk
memperoleh dukungan suara dari konstituennya. Aspek moralitas
dapat ditinjau dari affifude, kesopanan, dan berperllaku balk dalam
pergaulan di masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan tua DPD Partai Hanura

Sulawesl Selatan Dewle Yasin Limpo, menyatakan bahwa !

' Pedoman Dasar Perempuan Hanura, 2008



: anya mengutamakan
géimang menggunakan dukungan tersebut

e o . Moral oL
an yang dimiliki oleh
ka?eist:anl':gsliih:;? HP::: r::lraann.'m: e “Ep&nﬁnganuﬂ?ﬁ s:im
duduk di kursi parlemen, ¢ 9 lain dibalik Suksesnya perempuan

Menurut penulis bahwa biasanya anggota legislatif apabila telah

menduduki jabatan sebagai anggota parlemen lupa pada siapa yang

memberi dukungan kepadanya. Hal tersebut yang dijadikan dasar bagi
Partai Hanura, bahwa jangan sampai kadernya "lupa kacang akan
kulitnya”,
2. Kualitas

Kualitas yang dimiliki oleh calon anggota legislatif perempuan
partai Hanura didasarkan pada kualifikasi akademik dan pengalaman
organisasl. Kualifikasi akademik ditinjau darl strata pendidikan yang
dimiliki, sedangkan dalam aspek organisasi ditinjau dari pengalaman
pada suatu organisasi dan jabatan yang pernah diduduki selama
berorganisasl.

Kualitas calon legislatif perempuan dar Partai Hanura sangat
diperlukan, mengingat Hanura merupakan partai baru dalam pemilihan
umum 2009. Dengan kader perempuan yang berkualitas divakini akan

mampu memberikan implikasi positif terhadap perkembangan partai

vasin Limpo selaku Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan

*  Hasil wawancara dengan Dewie

pada tanggal 26 Juni 2010.
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nantinya dan

da ery
pat meraih Simpati dari konstiyen perempuan di

Indonesia,

Berdasarkan hagj| wawancara dengan Anggota DPRD Makassar
terpilih dar Partaj Hanura, Mmenyatakan bahwa :

Kesempatan kaum PErempuan untuk terjun

sangat terbuka lebar, yang dl‘tandaiteé]ang;ﬁ ::::rili-:ﬂ?:ni?nggritg”:
undang yang mengharuskan keterwakilan perempuan sebanyak
30 persen yang kemudian didukung oleh Keputusan Mahkamah
Konstitusi yang mengubanh sistem urut menjadi sistem suara
terbanyak yang semakin memudahkan kaum perempuan menuju
kursi Iagmlat.if. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, angka 30
persen tidak tercapai karena kefidaksiapan perempuan itu sendiri
dan ada yang telah mendaftarkan diri tetapi mengundurkan diri
karena ketidakmampuan dalam bersaing dengan calon legislatif
lain terutama dengan calon legislatif laki-laki. Maka dari itu,
kualitas perempuan Hanura harus ditingkatkan baik melalui sistem
internal partai maupun dari usaha perempuan sendiri. Upaya yang
dilakukan bisa melalui pendidikan politik dari partai sendiri. Hal ini
bertujuan agar kualitas perempuan dapat meningkat dan mampu
untuk bersaing dengan laki-laki dalam kancah politik. *

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kualitas wajib dimiliki oleh
calon legislatif perempuan Partai Hanura, mengingat ketatnya
persaingan dalam parlemen tidak saja dalam hal-hal teknis seperti
kompetisis untuk menduduki jabatan dalam fraksi atau komisi tetapi
lebih mendalam lagi yaitu persaingan antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Anggota DPRD Makassar

terpilin dari Partai Hanura, yang menyatakan bahwa :

i ' Kota Makassar terpilih dari
: hinta Masita Molina sebagai anggota DPRD
Hasil Wawancara dengan Shin i
Partai Hanura pada tanggal 2 Agustus U5
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Kaum Perempuan khususn

kualitas pengetahyan e Y8 dari Partai Hanyrq harus memiliki

8 memada; minimal faham haj politik

+ 8erat hubungan eksekutif
mamb '.:E‘:am Sengaja atau tidak kaum
mengabaikan pendapa enxan tekanan-tekanan seperti

pengetahuan yang dimiijuwempuan dan mencibir kedangkalan

; I oleh perem
akan semakin memberikan jﬂn;ll-f'.Er Puan tersebut. Hal tersebut

: ng lebi | -
laki dan perempuan gj parlemen. 7319 lebih lebar lagi antara leki

Berdasarkan hasil wawancara 4i atas, maka peneliti menyimpulkan

bahwa kualitas atay mutu Perempuan Hanurg harus ferjamin dalam

menempuh langkah selanjutnya yaity bersaing menuju kursi parlemen,
Karena persaingan dalam pencalegan sangat ketat, terutama bersaing
dengan kaum laki-laki. Muncu gejala-gejala dari kaum laki-laki yang
ingin memecah belah kaum perempuan dengan secara terang-
terangan tentunya. Jika telah terpecah, hal ini akan memberikan
kesempatan bagl lakl-laki untuk mengambil porsi yang telah ditentukan
bagi perempuan. Kepentingan partai yang kental dengan nuansa
maskulinitas terkadang berbanding terbalik dengan kepentingan
perempuan. Isu-lsu perempuan seringkall dianggap sebagai tindakan
yang terlalu mengada-ada dan upaya memperjuangkan isu perempuan

seringkali ditengarai sebagai tindakan diskriminatif karena terlalu
mementingkan kepentingan kaum perempuan saja.

3. Kapabilitas _ |
Kapabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam kualifikasi
pabi

[ Hanura. Unsur fersebut
mpuan dari Parta
calon anggota legislatif pere
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dimaknai '
' sebagaj kﬂﬂﬂkﬂp&n dan kemampuan yang dimiliki oleh

perempuan-pera
Perempuan Hanura, Kapabilitag dapat ditinjay dari aspek

kema ialisas
Mpuan bersosialisas; dengan Masyarakat kemampuan dalam

e
menyatakan Pendapat dalam forum interng| Partai, kemampuan dana
yang dimiliki oleh cajon serta kadar [iwa kepemim

oleh perempuan Hanura

Tidak dapat dipungkiri bahwa, dalam hg Pencapaian kekuasaan
dalam artlan politik, kaum Perempuan sangat sulit untuk menggapal
hal tersebut. Hal inj dikarenakan streotipe kaum perempuan tradisional
tidaklah mengenal suatuy artian kekuasaan, Kefeminiman juga tidak
mengatur tentang ketegaran, keperkasaan yang merupakan unsur inti
dari kekuasaan. Streotipe kiasik mengenai kepemimpinan kaum
perempuan fidak mencantumkan gagasan mengenai kekuasaan dan
meskipun kondisl telah berubah namun, sterectipe tersebut sangat
sulit untuk dihilangkan.

Jika dikembalikan pada tatanan masyarakat, mereka tidak
mempersiapkan bahkan tidak menghendaki perempuan membangun
kualitas dalam diri mereka. Kendala primordial dalam masyarakat
masih memandang kaum perempuan belum layak untuk menjadi

pemimpin. Persoalan gender merupakan hambatan serius bagl kaum

perempuan, hal ini merupakan kontradiksi dari kekuasaan kaum laki-

laki Jika dibandingkan, kaum laki-laki hampir tidak pernah
3 r
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menemukan keng i
ala yang berarti berkaitan dengan Penampilan fisik
mereka, Semen
tara kaym PErempuan lepip banyak dinilg berkaltan

dengan Penampilan fisik Merekg.

Berdasarkan hagjj Wawancarg dengan Anggota DPRD Makassar

terpilih dar Partai HHI’]LFITE, menyatakan bahwa :

Keberadaan

) iy lil;?g;n kgﬁrﬂmpuan dalarnl I-agncai‘] politik  jika
hal ini o Pabilitas kaum lakj-jaji masih sangat jauh,
al ini |sebablcan‘ adanya anggapan bahwa kaum perempuan
belum layak dan tigak MAMPU untuk menjalankan sistem yang
herfakp dalam suatu tatanan politik ataupun tatanan yang lain
sepertl pemerintahan, Tekanan-tekanan lpressure) politik yang
terdapat dalam sebuah sistem politik. belum mampu menjadikan
kaum Perempuan sebagai bagian dari pihak yang mampu untuk
mengatasi atau sebagai aktor dalam memecahkan atay mengatasi
pressure politik tersebyt. ©

Hal di atas merupakan salah saty penghambat bagi kaum
perempuan untuk mengembangkan dirinya dalam usaha turut
mengambil bagian dalam percaturan politik. Permasalahan ini
merupakan manifestasi dari ketimpangan atau ketidakadilan gender,
anggapan bahwa kaum perempuan yang tidak blsa tampil memimpin,
berakibat munculnya sikap yang menempatkan kaum perempuan
pada posisi yang kurang menguntungkan.

4. Popularitas
Dalam kualifikasi calon legislatif perempuan Partai Hanura,

ketenaran atau popularitas calon di masyarakat menjadi sesuatu yang

i i Kota Makassar terpilih dari

" Hasil Wawancera dengan Shinta Masita Molina sebagal anggota DPRD
Partai Hanura pada tanggal 2 Agustus 2010.
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untuk mengumpulkan suarg,

Berdasarkan hagij| Wawancara dengan anggota DPRD terpilih dari

Partai Hanura, yang menyatakan bahwa :

Calon legislatif Perempuan tidak hanya pintar atay berkualitas

dalam aspek a{cademis. tetapi harus memiliki Jaringan atau koneksi
yang kuat di masyarakat Jaringan dan  koneksi tersebut

Berdasarkan pada petikan hasil wawancara di atas, popularitas
sangat berpengaruh pada duduk atau tidaknya seseorang dalam
legislatif. Sesecrang harus mampu membangun jaringan baik itu
kolega maupun organisasi Dengan terbentuknya suatu jaringan
tersebut, maka akan semakin mempermudah seseorang untuk
mendapatkan suara dalam pemilihan umum. Partisipasi politik
perempuan bukan hanya sekedar persoalan bagaimana sebanyak
mungkin menempatkan perempuan dalam lembaga-lembaga politik.
Partisipasi plitik perempuan Juga perlu ditopang atau diperkuat dengan

memperbaiki kinerja, kualitas dan jaringan di masyarakat,

Partai Hanura pada tanggal 2 Agustus 2010.
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m
dalam pembangunan bangsa, Sebagaj bahan pertimbangan berikut inj

adalah poin-poin hasil dari analisis wawancara Yang bertujua tuk
numty
memberikan masukan kepada p-erampuan-parempuan Indonesia pada

umumnya dan kader perempuan Hanur Pada khususnya, yaity :

1. Mempromosikan program yang dapat menarik pemilih perempuan
untuk memiiih Caleg perempuan;

2. Mendorong kader perempuan untuk berpolitik dan memasuki
posisi penting dalam partai sehingga dapat memperjuangkan hak
perempuan; |

3. Memperjuangkan metode selang-seling (zig-zag), antara laki-laki
dan perempuan dalam penentuan daftar Caleg;

4. Pendidikan dan sosialisasi politk unfuk perempuan agar tidak

enggan masuk dalam kancah poltik;

5. Memetakan kembali kendala atau kelemahan dan kekuatan bagi

perempuan untuk dapat membuat kebijakan politik yang memihak

pada perempuan.

&7
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B. Faktor-Faktor Penduky
Legislatif Perempuan F-ang_ dan Penghampat Cal
on
Persen Pada Pemilihan Urnt:: n":izgg;a Dalam Pemenuhan ﬂ'?:-gtgﬂ:m

hambatan |lka dibandingkan dengan kaum laki-laki, Hal |y disebabkan gleh

tuntutan kepada kaum Perempuan untuk bisg membuktikan dirj tentang

kapabilitas mereka dalam memikul tampuk kepemimpinan.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang menjadi inspirasi terciptanya jiwa

kepemimpinan dalam diri perempuan, yaity -

(1) Kekuasaan, Kekuasaan sebagai unsur paling penting dalam
membangun  kemampuan memimipin  seseorang, selalu
didefenisikan sebagai kekuatan, ketegaran atau kemampuan
untuk bertindak yang diperiukan guna mencapai sesuatu demi
tujuan yang lebih besar. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam
politik bersifat netral, dapat digunakan untuk kebaikan dan
sekaligus juga dapat digunakan untuk kejahatan. Walaupun
sangat sulit bagl kaum perempuan untuk melangkah ke ranah
kekuasaan yang diakibatkan oleh gagasan tentang kekuasaan
yang selalu diidentikkan dengan maskulinitas. Oleh karena itu,
perempuan tidaklah harus merubah dirinya atau menjadi orang

lain guna melanggengkan sebuah kekuasaan. Yang menjadi

bj k pﬂfﬂbﬂh‘an adalah WE_JEI'I kakuasaan itu sendiri. Dengan
oDje
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(2)

demikian kitg dapat
pa rnampmlrnusikan kehuasaan Menurut def,
efenisi

kaum PErempuan yang Mencakup K
e

MaMpuan  menciptakan

masyarakat Yang lehin harharl-:at, sesuai
i

dengan hakikat

Perempuan dalam Perpolitikan dikarenakan oleh keterbatasan
kemampuan maupun kuantitas mereka yang berujung pads
tingkat kompetensi dari kaum perempuan ity sendiri. Rendahnya
tingkat intelegensi dari kaum perempuan menjadi sebuah alasan
bagl partal poitik untuk merekrut mereka sebagal anggota
legislatif, Selain rendahnya representasi atau keterwakilan
perempuan dalam kehidupan politik dalam arti jumiah atau
kuantitas, maka ada gambaran lain yaknl persoalan kualitas.
Partisipasi mereka dalam bidang politk terkesan memainkan
peran sekunder, hal ini cukup untuk memberikan gambaran dari
rendahnya tingkat intelegensi kaum perempuan. Hal di atas
sangat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan
kaum perempuan, mayoritas kebijakan yang dikeluarkan kurang
berpihak terhadap perkembangan kaum perempuan. Oleh karena

itu dalam usaha mencapal impiannya sebagal secrang

pemimpin, kaum perempuan seharusnya lebih bisa mengasah
69
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(3)

dengan kaum laki-lak;.

Agresif Kreatif, Kaum Perempuan Sepatutnya memiliki agresif

kreatif yang dapat diartikan sebagal tindakan dalam mengambil

Insiatif, memimpin orang lain, mengemukakan Pendapat sendiri,
menetapkan tujuan dan membuat tahap-tahap untuk mencapai
tWjuan, mempertahankan keyakinan serta membela dir ketika
mereka diserang . Karena hal ini dapat mengembangkan bakat
kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dengan kaum laki-
lakl. Dalam tatanan soslal politik, kaum perempuan dengan peran
yang kontemporer lebih banyak ditentukan oleh interpretasi teks
secara stereotipikal dengan perspektif yang sangat bias
kepentingan tertentu. Padahal konstruksi sosial tentang relas
kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan tidak
hanya memenjarakan perempuan ke dalam peran-peran

stereotipnya, tetapl Juga bagl lakl-lakl, Karena dengan peran

[

Widyani Soetjipto, Ani, 2005, Politik

Frai-Esal Pilihan, Penerbit
Ratkan (rerfwmea ! ;

Buku Kompas, Jakarta, hal. 26-27.
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tersebut yang dikonstruksikan Secara sosial yang sebenarnya

sangat dinamis, tetapl dalam kenyataan malah membuat peran

laki-laki dan perempuan yang kaku dan bersifat esensialis, maka

harus diakui adanya situasi-situasi sosial tertentu yang

membalikkan semuanya ¥,

Meskipun hak-hak politik kaum perempuan telah diakui oleh negara,
namun dalam prakieknya perempuan tetap saja mengalami subordinasi
dalam bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa inl, kaum
perempuan telah mengalami kemajuan pesat dalam memainkan peran dan
sumbangannya dalam kehidupan publik dan mereka telah mampu
melaksanakan kewajiban politik lainnya seperti menjadl wakll rakyat dalam
parlemen dan mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan

negara mereka.

Dalam tinjauan kaum perempuan dalam usahanya untuk mendapatkan

b i w [ m
hak-hak mereka dalam bidang politik, penefrtian (i menunjukkan ba

i nentukan jika
struktur politik lebih memainkan peran yand jebih me

iitik yang
dibandingkan dengan faktor spsial dan budaya. Struktur po b

lam parlemen
inkan peran dalam rekrutmen kaum perempuan ke dalam P
memainkan

perempuan dalam dunia politik.

Kﬂmulr_ﬁ-#ﬂﬂﬂ'ﬂ"h‘l' Sosial  Fang

_-_-_-. i = g E-m’ﬁ!
® Harian Kompas, Edisi SEnit Z¥ e
Memenjorakan, hal, 34. =



Veskioun : 2
p beberapa partgj politik  telah memberakulk
_ ukan berbagai

gtratedl untuk mengatasl rendahnya

pgngambilan keputusan, namun

Jumiah Perempuan d lembaga-lembaga

kemaij i
Mmajuan yang dicapai letap saja dirasa

lamban. Partai-partai politik perlu bersikap lebin proaklif dalam melatih d
elatih dan

mempromosikan kandidat-kandidat ~perempuannya ke dalam kancah
m n

pemilihan umum, serta memberikan dukungan finansial bagi mereka. Aturan

main dalam pemilihan umum dapat pula mempengaruhi kesempatan dan

peluang bagl perempuan untuk bersaing di pemilihan umum,

1.

Faktor Pendukung Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai
Hanura Dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Pada Pemilihan
Umum 2009

Dalam mendukung terciptanya kondisi dimana kaum perempuan

dapat memperoleh kesetaraan hak politik dengan kaum laki-laki,

terdapat faktor-faktor pendukung dalam pemenuhan kuota 30 persen

keterwakilan perempuan pada Partai Hanura Kota Makassar, yaitu (1)

Networking by Person, (2) Dukungan Interna

| Partai Hanura.

a. Networking

Jaringan yang telah dibangun oleh calon anggota legislatif

alah satu sarand untuk dapat mengumpulkan
yang leblh banyak. Sepertl contoh,

n dan media perempuan sangat

merupakan S
dukungan dan suara

keberadaan organisasi perempua
penting Organisasi perempuan tersebut dapat mengamodir atau
mbatan kepentingan ataupun aspirasi

sebagal wadah untuk menje
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politik  kaum  perempyan

Organisas Perempuan  dapat

bagi tokoh-tokoh politisi
dalam bentuk pelatihan atay bekal

memberikan basis dukungan-
perempuan
ketarampilan, menanamkan
rasa percaya diri dan mengembangkan basig pengetahuan agar

mereka dapat menciptakan produk hukum vang peka gender.

Jaringan yang dibangun dapat melalui organisasi yang

bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan  kualitas

perempuan. Hal ftersebut dikarenkan organisasi-organisasl
perempuan juga dapat memberikan dukungan konsuliasi dan
finansial selama musim kampanye untuk memperoleh suara
perempuan, sekaligus meningkatkan eksistensi serta legitimasl
para kandidat dengan mengedepankan isu-isu gender serta
meningkatkan kesadaran gender. Prakarsa-prakarsa seperii itu
dapat memperoleh dukungan  darl organisasi-organisas!

internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), yang bisa

memainkan peranan besar dalam hal pengumpulan data,

pembentukan kaukus-kaukus perempuan, merintis jaringan kerja

| rlemen
serta meningkatkan kualitas kerja para anggota pa

a selalu menyerukan pentingnya kemitraan

. IPU jug
RESpReT j salah satu strategl

antara perempuan dengan lakl-akl sebagal

ruhi struktur
. bahan dan mempenga
enciptakan per

penting untuk m

dan mekanisme politik. 2



Para t
okoh perempuan yang memilik; komitmen mewujudkan

kesetaraan gender telgh berhag|| melancarkan berba |
gal strategl

yang efekiif dengan cara membentuk Kaukus Perempuan di

beberapa negara, sehingga semakin memperbesar jaringan kerja

organisasi-organisasi perempuan, mendukung mereka  ikut

berkompetisi dalam pemilihan umum, dan selalu akiif di arena
paolitik. Meningkatnya kesadaran gender dan komitmen organisasi-
organisasi perempuan itu telah menclptakan suatu kelompok
penekan (pressure group) yang akan mempengaruhi lembaga-
lembaga politk yang telah mapan. Organisasi-organisasi
perempuan itu juga menjadi semacam kelompok sumberdaya
(resource group) yang banyak dimanfaatkan oleh para kandidat
dan anggota parlemen perempuan. Akhir-akhir ini terjadi

perdebatan yang marak mengenal perlunya segera meningkatkan

keterwakilan perempuan melalui langkah-langkah afirmatif dan

sistemn kuota, dan polemik itu sangat didukung olen jaringan kerja

organisasi perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Sri Rahayu, calon
e

" hwa :
legislatif Hanura tidak terpiin, menyatakan b2 i cator
fiden rca

jam Partai Hanura, tngkal K iﬁﬁtaiunﬁwaf kepada diri
Eegizra.lﬁf sangat diperlukan dalag't E;;:-.mp-amﬂu legislatif. Ealahdaflt;

iIFi bEI’tﬂTunQ dil’i t’ErEEbUt adala

sendiri untuk dapat ang kepercayaan difi tersem %
faktor p?nﬁﬂfyzal;%nrs::u:t;u networking yang dimilk!
dengan luas
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perempuan tersebut. Networ
jaringan keluali'}ga; bisnis, ke

king terseby |
kepemudaan.’ ! dapat tercipta melalui

a8amaan, organisas; masyarakat dan

Di sisi lai ' I
ain, hasil wawanecars peneliti dengan salah saty Tokoh

Pemerhati Perempuan yaity Aflina  Mustafainah menyatakan

bahwa :

m
e Ky aoneiapatkan dukungan susra dalam pemilian
Um perempuan sangat menentukan dalam
meloloskan caleg permepuan dalam persaingan politik (terutama
dengan kaum laki-laki) untuk mendapstkan satu kursi di DPRD.
Oleh karena itu, jaringan yang kuat antar perempuan sebagai
individu dan komunitas perempuan sebagai suatu kelompok harus
digalang dengan kuat oleh calon legislatif perempuan. Karena
dengan adanya dukungan suara konsfituen perempuan yang
terfokus kepada calon legislatif perempuan, diyakini dapat
memperjuangkan dan  menjembatani  kepentingan  kaum
perempuan di parlemen. "’

b. Dukungan Internal Partai Hanura
Dalam kerangka perpolitikan deinokrasl saat inl, peningkatan
jumlah representasi atau «eterwakilan perempuan dalam lembaga

politik formal hanya dapat dilakukan dengan melalui partai politik,

maka partai politik merupakan jalur yang sabenarnya paling efektit

dapat digunakan untuk  meningkatkan jumiah  keterwakilan
' iti satu-
perempuan. Secara signifikan partal politik merupakan

d ikut dalam
satlinya organisasi politik yang secara sah apat

® Hasil wawancara dengan Andi Sri Rahays, Caio ke il
 tmegal 19 Agustus 2010, o fuinah, Ketus Koalisi Perempuen

Hasi] wewancara dengan Aflind

Selatan, pada tanggal 5 Oktober 2010

idak Terpilih Partai Hanura, pada

]__ggu.!ut'r!' T
1) Sulewesi

]



milihan um b
pe um, Maka danl W sebagai Organisasi politik yang
dan kepantlngan rakyat

diharapkan partai politik

mewakili aspiras|
Secara  umum

luga dapat mengangkat aspirasi dan

kepentingan perempuan, Tetapi Pengalaman politik Mmenunjukkan

bahwa aspirasi dan kepentingan Perempuan hingga saat in
dirasakan masih belum cukup disuarakan atay diperjuangkan

Berdasarkan wawancara dengan Andi S Rahayu

menyatakan bahwa :

Partai Hanura sangat menghargai kesetaraan dalam hal
berpolitik terutama dalam penominasian calon legislatif. Selain
sebagai amanat undang-undang, keterwakilan perempuan dalam
politik di parlemen sangat dijunjung tinggi oleh Hanura. Dukungan
internal partai dalam meloloskan caleg perempuan hingga
penempatan nomor urut, menurut saya sangat proporsional bagi
kepentingan perempuan. Dengan demikian upaya perempuan
Hanura untuk duduk sebagai anggota legislatif seignakln tinggi
karena support dari internal partai juga sangat besar.

Jalan panjang dan berliku yang harus dilalui oleh politisi

perempuan berawal dari ketika pertama kall mereka menyatakan

keinginannya untuk memasuki dunla politik, sampal dengan

I dian
mengikuti proses pencalonan partal tersebut sebelum kemu

ini itik wntuk
maju untuk mengikuti pemilu. Di sinilah peran partai politik

kedua bagi calon laglslatif perempuan. Partai harus

menjadi rumah

WaWancar e :
" Calon Legislatif Tidak Terpilih Partal Hanura, pade
- a dengan Andi Sri Rahayu,

tangpal 18 Agustus 2010, .



sehat dengan lakl-lakl dajam ﬁemllthan legislatit

2. Faktor-Faktor Penghampat
Perempuan Partai Hanura Dala

Pada Pemilihan Umum 2009 M Pemenuhan Kuota 30 Persen
Aspirasi dan kepentingan PErempuan akan terus terkalahkan oleh

berbagal aspirasi dan kepentingan umum lain yang lebih keras

disuarakan karena adanya dua kemungkinan yang penulis menilal

sebagai alasan, Pertama, aspirasi dan kepentingan khas perempuan
tidak dikenali atau tidak diketahui oleh parai-partai yang sangat
didominasl oleh laki-laki yang berkompetisi dalam arena politik. Oleh
karena itu wajar saja tidak ada yang menyuarakannya, kedus,
perempuan yang berkiprah dalam arena politik tidak dapat
mengartikulasi aspirasi dan kepentingan khas darl kelompok mereka

sendiri karena jumlah mereka yang minoritas dalam perpolitikan.

Dalam sejarah politik di negeri ini, khususnya untuk kota Makassar

ik i mencapal
jumlah perempuan dalam lembaga politik tidak pernah pa

g memungkinkan diperhatikannya, apalagi
pengambiian keputusan atau

angka strategis yan

didengar suara mereka dalam proses

kebijakan publik.
] p n di lembaga politik formal salah

i 24 partal
am tingkat lokal kota Makassar dari 24 pa

Minimnya keterwakilan perefmpus

satunya partai politik dal
77



politik peserta | i m
D pemilu 2004 tidak satupun Pariai politik dal tu
! am struktur

kepengirisan yeng diketual oleh perempuan, pogig
I Sis pErEmpuan

tertinggi dalam partai politik adalah sebagai sekertar
| ns umum
sedangkan dari 38 partai politik Peserta pemilu 2009 sedikit
Ikl adanya
peningkatan meskipun tidak begitu signifikan dari 38 partal politik

untuk kota Makassar hanya dua partai yang berhasil diketuai oleh

perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal salah satu aklivis

LSM ACSI dan Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa :

Kondisi yang menghambat calon legislatif perempuan untuk duduk
sebagai anggota DPRD seperti aspirasi dan kepentingan khas
perempuan yang tidak dikenali oleh partai, merupakan hal
mendasar yang dialami oleh seluruh partai politik termasuk Hanura
sendiri. Oleh karena itu, partai politk yang mengusung calon
legislatif perempuan diharapkan dapat berkomunikasi aktif dengan
calon yang diusungl tentang keinginan-keinginan perempuan yang
bersifat substantif. *

Selain minimnya representatif perempuan dalam kepengurusan

partai politik di kota Makassar, satu persocalan lagl yang meminggirkan

perempuan dalam proses politik yakni cualifikasi calon legisiatif
perempuan pada pemilu 2004, pada dasarnya partai politik pe

ah melaksanakan amanah dar

pemilu 2004 lalu di kota Makassar tél

12 tahun 2003 pasal g5 tentand kuota 30

Uﬁdang-u“ﬂang pem“u no ;
gebagian besar partai politik tetah

persen dalam hal pencalegan.

— ﬂa t.ﬂ.l'l-ﬁaj T ﬂw iﬂlﬂ.

il |‘:I'a
? Hagil wawancara dengan Zainal, Aktivis ACSI Makassat .



mencapai angka
P et bahke.'n ada beberapg Partai
I pu“hh ]I'Eng

rsen,
Perscalan baru akan

mencalonkan perempuan lebih dar 50 o,

urut ha-wah atay

dengan Istilah nomor Sepatu sedangkan nomgr urut jadi
ditempati oleh laki-laki. Kondis; tersebut

calon legislatif, perempuan ditempatkan pada noma
r
lebih dikenal

mengindikasikan bahwa partai

politik hanya menjadikan PefeMpuan sebagai sarana untuk

mendapatkan legitimasi dan memperoleh dukungan saat pemilu dan

tidak memberi keuntungan bagi perempuan, begitu halnya dengan
pencalegan untuk pemilu 2009 sebelum lahimya keputusan
mahkamah konstitusi mengenal sistem suara terbanyak meskipun
telah ada beberapa partai politik yang telah berani dan rela
menempatkan perempuan pada nomor urut jadi, akan tefapi partai
politlk mayoritas masih salah fafsir akan kuota 30 persen dalam
pencalegan bahwa diantara 3 calon harus ada perempuan. Maka yang

; d
ada partai politik menganggap bahwa perempuan ditempatkan pada

nomor urut setiap kellpatan 3. Hal jtulah yang penulls menganggap

ikirkan
bahwa partai politik belum sungguh-sungguh dalam memi

pentingnya keterwakilan perempuan. .
rmin
Seharusnya partal politlk mengambll pelajaran sarta berce

04 lalu dimana hanya @
D kota Makassar, sehingga

da 3 orangd
pengalaman hasil pemilu 20

perempuan yang berhasil duduk di DPR .



asharusnya i i
rusnya partai politik peserty ety 2008 ey N
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lagl dalam memperhatlkan stratedl urtuke garn K
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politik formal). Oleh karena itu sa~zzrzn wEar katha ke
' 8 K LSS

keputusan yang dibuat sangat maskuin gan ku=ng bepersoekii
gender. Perempuan tidak banysk teriicat daiam proses pembustan
keputusan. Perempuan lebih banyak sebacal periomat kegutusan,
Sedangkan ksputusan yang dihasilkan sangal bas gender, Udak
memperhaiikan kapentingan kaum perempuan, membusl persmpuat
menangasiamian difl pada seklor-sekior yang Udae Statisgs L)
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perwakilan, atau pencalonan g mer
: eka untuk meni
enjadi

| an
malells atau lembaga perwakilan tersebut e

Dalam hal pencapaian kekuas
9a8n dalam artian poji;
politik, kaum

menggapai hal tersetyt
dikarenakan streotipe kaum perempuan

perempuan sangat sulit untuk
Hal ini

tradisonal tidakiah mengenal

.suatu artian kekuasaan, Kefeminiman juga tidak mengatur tentang

ketegaran, keperkasaan atau ketegaran yang merupakan unsur ini
darl kekuasaan. Streotlpe klaslk mengenai kepemimpinan kaum
perempuan tidak mencantumkan gagasan mengenai kekuasaan dan
meskipun kondisi telah berubah namun, sterectipe tersebut sangat
sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Syarief Mallant

menyatakan bahwa

Kaum perempuan  dalam berpolitik mhi:m:rﬁ : :':glsal';
memperhitungkan besar kecilnya peluang me;een Uooriin
duduk sebagai anggota pariemen. Saya rafs-aanEIL dﬂkungan ol
yang matang seperti jaringan yangd telah dibu

dan faktor psikologis. »

mereka

Jika dikembalikan pada tatanan masyarakal,

k menghendaki perem
dalam masyarakat

bangun
§ puan mem
mempersiapkan bahkan tida
imordial
kualitas dalam diri mereka. Kendala prt . meriad
layak U
masih memandang kaum

pemimpin. Persoalan gender mer

diksi d8
perempuan, hal ini merupakan K



laki. Jika diba ndingkan,

k .

aum laki-lak hampir 14

menemukan kendala yang berart| — 8k pemnan
eNngan

PEnam
mereka, Sementara kaum perempyan i s pllan fisik
Nya

dinilai berkg;
dengan penampilan fisik mereka. erkaitan

Munculnya kesadaran kaum Perempuan akan

merupakan titik tolak dari atau 1atar belakang

ketidakadilan

lahirnya gerakan gender,
yang mana gerakan ini menuntut akan lerciptanya suatu pemerataan

hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Gerakan gender Ini
lahir sebagai manisfestasi dari ketidakadilan gender (gender
inequality), yang diakibatkan oleh penindasan baik yang bersifat
struktiiral maupun personal, kelas, warna kulit, ekonomi Internasional
dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Salma Ridwan salah

satu anggota masyarakat, menyatakan bahwa :
Keikutsertaan perempuan dalam politik mEmPakﬁ;i muﬂgﬁm
dalam menyuarakan kepentingan p?mmpuaﬂr inﬂﬁcﬁ dalam
Belakangan ini, kaum perempuar begt li:ﬂg:;gn aeakan-akan
pengambilan keputusan mengenai PErEMBEE. o yon  oleh
asumsi atau argumentasi perempuan

superioritas laki-laki di parlemen.
kan kepada kaum

merataan

politik yang kurang Hibe:
u unsur dalam pe

Hak-hak politik  Yand

Penyampaian aspiras

perempuan merupakan salah sat

kesempatan kepada kaum perempuar

ketober 2010.
o T i Ridwan. P 1a tangeal 13 0
arakat, Sitt
82

FEey
Heasil wawancara dengan anggota masy



| | NG dimiliki gl
setiap manusia. Sebab, hak-hak politik pads tingkat terta tu

N menjadi
Njadi wajlb bagi mereka Hal

oleh hak mutlak sebagaimana yang

hak bagi individu, karena hak-hak itu me
tersebut disebabkan
diterima
dimana membolehkan seseorang menggunakannya atay tidak

menggunakannya tanpa ada lkatan apapun.

Selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagai akiivitas
maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup
kemandirian, kebebasan berpendapat dan tindakan agresif kaum
perempuan. Ketiga karakteristik ini tidak pemah dianggap ideal dalam
diri kaum perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang

perempuan yang mandiri, berani menge mukakan pendapat dan agresif

i Ty 15
sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan .

lam bidang
Praktek diskriminasi terhadap kaum perempuan da

rempuan,
politi dapat terlihat dalam cakupan hak-hak poltik kaum pe

Yaitu
dalam pemilihan dan

t
1. Hak dalam mengungkapkan pendapa

referendum dengan berbagal car&

Daiam Perspett]

i 3 Femomerd
Riien Endah Baan, 2007, Skripsi : Suafit Analists Tentans
Imternasional, hal : 33-335. =



2. Hak dalam pencalonan dii menjadi anggota  lambaga

perwakilan dan lembaga setempat,

Hak dalam pencalonan menjadi presiden, dan hal-hal lain yang

mengandung persekutuan dan penyampaian pendapal yang
berkaitan dengan politik 6.

Waiaupun hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui,
namun adanva hak-hak politk tersebut tidak menjamin adanya
pamerinizhan alzu sistem politik yang demokratis dimana 833
partisinasi, representasi dan skuntabilitas dilaksanakan sebagaimana
mestnya. Ini berarti, adanya keteribalan perempuan &i Galamnysa, dan
bachaszal kebiakan yang muncal ekan mamiki sensihviias pandar,
542k sa-a menra terwujud meskipun hak-hak polific parempuan sucan

3 danal mermderican huikd
dizkui. Karena kaum perempuan sgharusnya dana; meai .

nyata seperti, dapat berpartisipasi mandi dalam proses Gemok

ini rasa bahwa
seperti yang terjadi dewasa Ink. Kaum perempuan
' _hak mereka, karena
mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak:
i - n di negara
belum terjamin dalam perhatian perundang undanga

hak-hak mereka
mereka masing-masing atau karena secard de facto

belum dilaksanakan.

kwmummﬁl.
ey SRS
:i‘.'mu;cm pada tanggal 20 Oletober £555

a4



Pada intinya, pembatasan uang gerak kaym perem
Puan unuk

mengembangkan bakat politik yang Mereka millki merypakan suat
|

pelanggaran terhadap hak-hak politik mereka, Walaupun telah diatur

dalam Konvensi 1952 mengenai Hak-Hak Politik Kaum Perempuan

dimana disebutkan bahwa kaum PErempuan mempunyal hak untuk

memilih, berhak untuk mencalonkan diri serta dipilih dalam pemilihan

umum dan berhak memegang jabatan publik semuanya dengan

syarat-syarat yang sama dengan kaum lakl-lakl,

85



BAB v

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian d
an dan

sahasan tentang dinamika politk calon legislatif perempuan Partai
|

jra Makassar, yaitu

{

Dalam kualifikasi calon legislatif perempuan pada Partai Hanura
didasarkan pada kualifikasi internal partai selain yang telah
ditentukan oleh undang-undang, yaitu :

a. Kualitas

b. Kapabilitas

c. Popularitas

d. Moralitas

Faktor-faktor pendukung calon anggota legisiatif perempuan Partal

iljhan Umum
Hanura dalam pemenuhan kuota 30 persen pada Pemilinan UM

oleh calon leg
faktor-faktor pengham
Partai Hanura dalam pemenu

Umum 2009 adalah gspirasi da

j yan
eh partai-parta
tidak dikenall atau tidak diketahul ©
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TIOTVTES DY BRIRU TE DUTTERs et awea PO
SHET DEETIUST GBS DR NAET S0 DOIDK el Saaat
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et

Taran-S4ran

Serman MESKIKET cerwifian, maky peneiit menyarankan kepada

Fars Farurs acar:

4 Mercororg pera secars inens melskukan pendidikan politik
kzcer can meiicatkan perempuan lebih dari ssparuh peserta
sstacai langkah sfrmative action.

5 Tiep partasi politk harus mencantumkan mekanisme rekrutmen
anggota secara ransparan dan adil gender, demikian pula pada
kriteria dan mekanisme untuk seleksi pengurus dan pimpinan
partai.

4 Parai politk dalam mekanisme kuota dapat diterapkan dalam

ekrutmen dan  seleksi minimal  30% untuk

prﬂrs&ﬂ-pruseﬁ

perempuan di semua tingkatan kepengurusan partai poliik.
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